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A.  Latar Belakang Masalah 
Tata pemerintahan yang baik merupakan masalah penting pada sektor 
organisasi publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum 
tentu menjamin kinerja pemerintah juga akan baik pada suatu negara. Hal 
tersebut tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah 
pembangunan suatu negara.  
Governance merupakan kata untuk menggambarkan tentang 
pemerintahan. Istilah governance banyak yang menerjemahkan menjadi tata 
pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan sebagai dengan 
penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen). Apapun terjemahannya, 
governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-
mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada 
pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan 
institusi-institusi lain, yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. 
Melihat perkembangan pola pikir dan tuntutan masyarakat, maka istilah ini 
lebih luas pengertiannya dengan mengacu pada pembinaan dan pembimbingan 
yang baik tidak hanya pada sektor pemerintahan tetapi juga meluas pada 
sektor-sektor lain, terutama sektor pelayanan publik
1
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Proses yang sebenarnya hendak dijelaskan dalam governance adalah 
proses kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Proses kebijakan 
mencakup dua kegiatan utama, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. 
Administrasi publik mencoba menjelaskan kompleksitas proses kebijakan 
yang melibatkan banyak pelaku dan jejaring antarpelaku untuk menjawab 
public affairs dan public interest. Sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan 
oleh aktor-aktor yang mewakili banyak pelaku dan dilaksanakan oleh sebagian 




Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan 
adanya sistem desentralisasi kondisi good governance di Indonesia belum 
sepenuhnya dapat dibuktikan dalam penerapannya. Di kabupaten ataupun 
propinsi dapat diidentifikasi beberapa corak pemerintahan yang buruk, yaitu: 
relasi antara pemerintah dan rakyat yang masih kuat berpola serba negara, 
kultur pemerintahan sebagai tuan dan bukan pelayan, patologi pemerintahan 
dan kecenderungan KKN, kecenderungan lahirnya etno-politik yang kuat, dan 
konflik kepentingan antar pemerintah. Pertama, pola pemerintahan serba 
negara. Terjadi proses negaraisasi, di mana pemerintah mengintervensi dan 
mencampuri semua urusan sehingga warga hanya menjadi subyek yang pasif. 
Terciptalah kondisi negara kuat dan rakyat lemah, di mana kekuasaan 
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terkonsentrasi di tangan elit negara dan birokrasi sebagai suatu oligarki, yang 
atas nama pembangunan dapat berbuat semaunya. 
Pemerintahan yang serba negara berimplikasi pada distribusi alokasi 
sumber daya publik yang tidak merata. Kewenangan pemerintah kabupaten 
dan kota sangat terbatas. Kabupaten/kota, propinsi, dan pemerintah pusat 
memiliki hubungan hierarkis dan sistem akuntabilitas yang jelas, yaitu 
pemerintah kabupaten tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden melalui 
gubernur. Kondisi tersebut pernah dialami sebelum diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah. Namun asumsi yang mengatakan bahwa makin 
terdesentralisasi suatu pemerintahan, semakin efektif kebijakan dan pelayanan 
publik, belum sepenuhnya dapat dibuktikan dalam penerapannya
3
  
“Smiling bureaucracy” atau birokrasi yang murah senyum, barangkali 
adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan dambaan masyarakat akan 
perubahan sosok budaya dan „mindset‟ birokrasi dalam memberikan layanan 
kepada masyarakat. seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma birokrasi, 
dari paradigma kekuasaan ke paradigma melayani, segenap jajaran birokarasi 
di daerah dituntut dapat segera melakukan perubahan kultur birokrasi yang 
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Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah (Kabupaten atau 
Kota) memperoleh wewenang penuh dalam merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu sudah saatnyalah bagi pemerintah 
daerah untuk segera memikirkan strategi pembangunan yang sebaiknya 
ditempuh agar pembangunan benar-benar dapat dinikmati secara lebih merata 
bagi masyarakat .  
Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah 
Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, 
nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga 
dapat terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kualitas 
pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator 
keberhasilan otonomi daerah. 
Salah satu argumen dalam melaksanakan otonomi daerah adalah bahwa 
pemerintah daerah harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pokok dari 
pemerintah daerah yaitu mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan 
masyarakat akan sangat tergantung pada pelayanan publik yang disediakan 




masyarakat dituntut untuk lebih mampu mensejahterakan masyarakat 
dibanding dengan unit pemerintah pusat yang dibentuk di tingkat local.  
Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari 
administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan 
kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah 
sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada 
masyarakat atau publik. Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, 
pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk 
memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan 
sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Birokrasi sebagai komponen 
pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan 
publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan customer oriented yang pada 
hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. 
Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor yang 
menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi 
pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai 
dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya 
mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (customer satisfaction). Pada 
saat lingkungan bisnis bergerak ke suatu arah persaingan yang semakin ketat 
dan kompleks, dimana titik tolak strategi ,bersama selalu diarahkan kepada 
asumsi, bahwa kondisi pasar sudah bergeser dari “sellers market" ke “buyers 
market” maka sebagai kata kuncinya adalah memenangkan persaingan pasar 





Pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan 
keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian 
tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. 
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Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka 
Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang 
ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan 
usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk 
memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum 
bagi penduduknya. Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan 





Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, perusahaan perlu 
memahami secara terperinci atas suatu peraturan yang mengatur keberadaan 
bisnis tersebut, jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan 
sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan seperti apa 
yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang 
timbul, berapa besar biaya yang akan dibebankan (dan dasar perhitungan) dan 
berapa lama hal ini akan berlangsung.  
Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap 
kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga 
kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pelayanan perizinan atas 
gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari 
kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. 
Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan 
dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Lingkungan Hidup 
pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : 
 “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 
lingkungan hidup wajib memiliki amdal” 
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Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsi perizinan yaitu membina, 
mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan serta pemeliharaan kelestarian 
fungsi lingkungan hidup. Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk 
mengendalikan  tingkah laku warganya, dalam arti lain izin adalah alat untuk 
mengendalikan agar tidak melanggar kepentingan yang dilindungi hukum 
terutama bagi pihak-pihak yang bergerak antara lain di bidang hiburan, 
industri, pembangunan perumahan dan pengadaan sarana umum lainnya atau 
yang disebut sebagai pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang 
bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan 
dilaksanakan. 
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut 
bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang 
berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki dari 
daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang 
dimiliki yang dapat dipungut retribusi. 
Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang 
memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta dalam rangka 
menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari pencemaran lingkungan  
maka peraturan daerah tentang retribusi ijin gangguan, melalui Perda No. 14 





Kota Surakarta, saat ini tengah melakukan pembangunan yang pesat 
khususnya dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai 
tempat usaha besar maupun kecil yang tersebar di Kota Surakarta. 
Pembangunan Mall Palur, Center Point yang terletak di Purwosari, Solo 
Paragon, sejumlah Rumah Makan dan Cafe serta  masih banyak lagi tempat 
usaha yang mulai berdiri di wilayah Kota Surakarta. Pendirian tempat-tempat 
usaha ini harus memiliki ijin gangguan tempat (HO). Hal ini bertujuan untuk 
memberikan perlindungan kepada pengusaha dan warga masyarakat sekitar, 
sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber 
daya alam dan lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli 
Daerah.  
Atas dasar uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat 
penelitian dengan judul mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap tempat usaha di Kota 
Surakarta”.  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan 
masalahnya adalah sebagai berikut: 
1. Apakah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam 
menetapkan Retribusi Izin Gangguan terhadap Tempat Usaha di Kota 
Surakarta telah sesuai  dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 




2. Faktor-faktor apa yang menghambat implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan  tempat usaha di 
Kota Surakarta ? 
3. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
agar pemberian ijin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah Kota 
Surakarta dalam menetapkan Retribusi izin gangguan terhadap Tempat 
Usaha di Kota Surakarta telah sesuai  dengan Peraturan Daerah No. 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan   
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan  
tempat usaha di Kota Surakarta  
3. Untuk mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Surakarta agar pemberian ijin gangguan sesuai dengan Peraturan 









D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengembangkan teori yang telah diperoleh dalam bidang ilmu 
Hukum dan kebijakan publik.  
b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum dan kebijakan 
publik, khususnya mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 
14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap tempat usaha 
di Kota Surakarta”. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
a. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang 
















A. Landasan Teori 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Definisi kebijakan (policy) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi 
menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi 
cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini 
publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam 
kebijakan negara, yakni kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan 
publik. Warga negara menaruh harapan banyak agar diberikan pelayanan yang 
sebaik-baiknya. Menurut Kliejn, sebagaimana dikutip Hartiwiningsih.
7
 
Kebijaksanaan (policy) mempunyai arti yang bermacam-macam. Harold 
D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijaksanaan sebagai ”a 
projected program of goals, values and practices” (suatu program pencapaian 
tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah). Carl J. Friedrick 
mendefinisikan kebijaksanaan sebagai berikut ”..... a proposed course of 
action of a person, group, or government within a given environment 
providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize 
and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a 
purpose”8 
 
Sementara Amara Raksasataya mengemukakan kebijaksanaan sebagai 
suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh 
karena itu, suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu
9
: 
a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 
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b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan; 
c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata 
dari taktik atau strategi. 
Kebijakan publik adalah alat, instrumen penguasa sebagai perwujudan 
dari kekuasaannya. Oleh karena bertalian dengan kekuasaan, di mana makin 
besar makin besar pula kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaannya
10
. 
Pada dasarnya kebijakan publik merupakan tindakan nyata pemerintah, 
organisasi pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak, warga 
masyarakat. Yang lebih konkretnya, tugas kepublikan tersebut berupa 
serangkaian program-program tindakan yang hendak direalisasikan. Untuk itu 
diperlukan tahapan, proses tertentu agar dapat dicapai tujuannya. Rangkaian 
proses untuk merealisasikan tujuan program publik itulah yang dimaksudkan 
dengan kebijakan publik.   




a. kebijakan negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-
tindakan pemerintah. 
b. kebijaksanaan negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan 
dalam bentuknya yang nyata.  
c. kebijaksanaan negara baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. 
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d. kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan 
seluruh anggota masyarakat. 
Kebijakan publik dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain : 
a. Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat 
(regulasi) 
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan 
Presiden dapat digolongkan dalam bentuk ini. Sebagai aturan yang 
mengatur tata kehidupan masyarakat, kebijakan dapat berubah 
mengikuti perubahan masyarakat dan sasaran-sasaran yang hendak 
dicapai pada suatu waktu. 
Namun demikian, pada saat ini ada kecenderungan dan 
tuntutan masyarakat untuk mengurangi campur tangan pemerintah 
secara langsung dengan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam 
pelayanan masyarakat. Pertimbangan untuk efisiensi bagi pihak 
pemerintah di samping juga kemampuan pihak swasta yang lebih 
besar. Efisiensi karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya 
tenaga kerja, pemeliharaan gedung dan sebagainya. Dengan 
demikian biaya yang termaksud dapat dipergunakan untuk keperluan 
pembiayaan lain. 
b. Distribusi atau alokasi sumber daya 
Kebijakan yang pada awalnya dimaksudkan untuk membantu 
golongan ekonomi lemah, pada perkembangannya menjadi kebijakan 
yang ditujukan untuk mengimbangi berbagai kesenjangan antar 
golongan dan daerah dalam suatu negara. Kesenjangan yang 
disebabkan oleh pembangunan di mana daerah tertinggal makin 
tertinggal apabila tidak ada kebijakan khusus dalam hal distribusi 
dan alokasi sumber daya atau fasilitas. 
c. Redistribusi atau relokasi 
Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan sebagai akibat dari 
kesalahan kebijakan industri sebelumnya. Sasarannya pada 
pemerataan ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu kegiatan ekonomi 
golongan maju lebih sedikit dibebani untuk memberi fasilitas 
berkembang bagi yang lemah. 
d. Pembekalan atau pemberdayaan 
Pembekalan atau pemberdayaan ini dimaksudkan sebagai 
modal atau melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana yang perlu 
agar dapat berdiri sendiri dengan tujuan untuk pemerataan. Namun 
pemerataan di sini lebih pada pemerataan kemampuan agar dapat 
berkembang sendiri. Sebagai contoh adalah pemberian kredit tanpa 
bunga. 
e. Etika 
Aturan-aturan moral berdasarkan kaidah yang berlaku, baik 
berupa aturan agama ataupun adat yang dapat dijadikan arahan atau 









Satu hal yang patut diingat oleh pembuat kebijakan apabila kebijakan 
yang dikeluarkan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada 
atau diterima dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa 
kebijakan tersebut akan mengalami berbagai kesulitan dalam pelaksanaannya. 
Hukum dan kebijakan publik mempunyai hubungan yang erat, terutama 
pada tahap pembentukan hukum dan formulasi kebijakan publik. Artinya, 
bahwa hubungan erat tersebut diharapkan dapat menghasilkan produk hukum 
yang baik secara substansial dan produk kebijakan publik yang legitimet dan 
dipatuhi oleh masyarakat. Dapat dikatakan bahwa setiap produk hukum pada 
dasarnya adalah hasil dari proses kebijakan publik. Proses pembentukan 
kebijakan publik dimulai dari realitas yang ada dalam masyarakat, berupa 
aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas 
kepentingan perubahan-perubahan. Berbekal realitas tersebut selanjutnya 
mencoba untuk mencari pemecahan masalah, jalan keluar yang terbaik untuk 
mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan saat ini. Hasil 
dari pilihan solusi itulah yang dinamakan sebagai hasil kebijakan publik.   
Kebijakan publik pada akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan 
mengakomodasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian akhir dari 
sebuah kebijakan publik adalah pada masyarakat. Hanya saja seringkali antara 
dua konsep tersebut  (out put dengan out come) tidaklah selamanya seiring 
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sejalan. Terkadang sebuah proses kebijakan publik yang ada telah mencapai 
hasil out put yang ditetapkan dengan baik, namun tidak memperoleh respon 
atau dampak (out come) yang baik dari masyarakat atau kelompok sasarannya. 
Atau sebaliknya, sebuah kebijakan publik pada dasarnya tidaklah maksimal 
dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan, namun dampaknya cukup 
memuaskan bagi masyarakat secara umum. 
Mengacu pada konsep good governance, maka pada paradigma baru 
kebijakan publik ini memandang bahwa tidak ada lagi pemilihan proses 
internal kebijakan publik di satu sisi, dengan dinamika masyarakat di sisi lain. 
Artinya mulai dari perumusan kebijakan publik sampai pada evaluasinya 
semua elemen yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan tidak saja secara 
partisipatif, namun lebih dari pada itu, juga emansipatif. Sehingga dalam 
konteks ini hasil-hasil yang telah ditetapkan dalam sebuah produk kebijakan 




Selanjutnya untuk lebih memahami konsep kebijakan diuraikan pula 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan 
keputusan/kebijaksanaan/kebijakan menurut  Nigro and Nigro, yaitu
14
: 
a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Seringkali administrator 
harus membuat keputusan-keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari 
luar. Proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan 
dari dunia nyata. Oleh karena itu, adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut 
berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan. 
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b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatif). Kebiasaan lama itu akan 
terus diikuti, lebih-lebih kalau suatu kebijaksanaan yang telah ada 
dipandang memuaskan. 
c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Berbagai macam keputusan yang 
dibuat oleh pembuat keputusan, banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat 
pribadi, misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pagawai baru. 
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dan para 
pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan. 
Misalnya dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dari orang 
lain yang sebelumnya berada di luar bidang pemerintahan. 
e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman 
(sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan 
keputusan. Misal orang sering membuat keputusan untuk tidak 
melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggung jawabnya kepada 
orang lain karena khawatir disalahgunakan. 
 
Di samping adanya faktor-faktor tersebut, Gerald E. Caiden 
menyebutkan menyebutkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan 
sulitnya membuat kebijaksanaan, yaitu: sulitnya memperoleh informasi yang 
cukup, bukti-bukti sulit disimpulkan; adanya berbagai macam kepentingan 
yang berbeda mempengaruhi pilihan tindakan yang berbeda-beda pula; 
dampak kebijaksanaan sulit dikenali; umpan balik keputusan bersifat 




Hubungan hukum dan kebijakan publik adalah hukum dan kebijakan 
publik merupakan variabel yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, 
sehingga telaah tentang kebijakan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat 





                                                 
15
 Ibid. 27 
16
 Esmi Warasih, 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi, Suryandaru Utama, 




2. Tinjauan Umum Tentang Retribusi  
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah 
yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut 
bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang 
berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki dari 
daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang 
dimiliki yang dapat dipungut retribusi. 
Adapun pengertian retribusi menurut R. Soedargo adalah
17
: 
Suatu pungutan sebagai pembayaran untuk jasa yang oleh negara 
secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan  
Pendapat tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rachmad 
Soemitro yang menyatakan bahwa retribusi, yaitu
18
  
Pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang 
menggunakan jasa-jasa negara . 
Menurut Soeparmoko retribusi adalah
19
: 
pembayaran dari rakyat pada negara dimana kita dapat melihat adanya 
hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya 
pembayaran retribusi tersebut . 
Adapun pengertian retribusi menurut C.S.T Kansil adalah
20
: 
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 …. bertalian dengan pajak, maka retribusi pembayaran tersebut semua 
ditujukan semata-mata oleh pembayar untuk memperoleh prestasi 
tertentu dari pemerintah, misalnya pembayaran karena pemberian ijin 
oleh pemerintah. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan 
bahwa pada dasarnya Retribusi Daerah adalah merupakan pungutan yang 
dilakukan oleh daerah sehubungan dengan pelayanan jasa yang telah diberikan 
oleh Negara kepada orang-orang yang menggunakan jasa tersebut dan 
pungutan tersebut sebagai pembayaran. 
 Retribusi Ijin Gangguan  merupakan  pungutan Daerah atas tempat-
tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, 
dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud 
mencari keuntungan.  
Obyek Retribusi yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 
1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan Kota Surakarta  adalah tempat usaha 
yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang meliputi 
a. Perusahaan yang dijalankan dengan mesin; 
b. Perusahaan angkutan / persewaan kendaraan;  
c. Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam bangunan tetap;  
d. Perbengkelan;  
e. Pergudangan;  
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f. Tempat-tempat pengumpulan/ penimbunan/ pengolahan/ pembuatan/ 
penjualan material, bahan bangunan;  
g. Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan 
penggaraman zat-zat Hewani / ikan dan juga penyamakan kulit; 
h. Pandai besi dan sejenisnya;  
i. Pabrik-pabrik;  
j. Tempat Penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu 
k. Tempat-tempat penjualan alat-alat kendaraan bermotor, termasuk suku 
cadang;  
l. Tempat-tempat penjualan/ penyimpanan minyak tanah, premium, solar, oli 
dan sebagainya;  
m. Rumah makan, kedai makan;  
n. Tempat-tempat penjualan jasa dan permainan, salon kecantikan 
penginapan, kontraktor, panti pijat dan bola sodok;  
o. Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, apotik, penjualan obat/ 
jamu;  
p. Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronik dan tempat usaha 
permainan elektronik;  
q. Tempat-tempat usaha hiburan, diskotik, kafe, fitness centre, dan lain-lain;  
r. Tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian gangguan atau 
kebakaran.  
Obyek tersebut diatas, menurut ayat 4 Dikecualikan dari Obyek Retribusi 





3. Pengertian  Ijin 
Seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma  birokrasi, dari 
paradigma kekuasaan ke paradigma melayani, segenap jajaran birokrasi di 
daerah dituntut dapat melakukan perubahan kultur birokrasi yang lebih 
humanis, ramah dan menumbuhkan budaya melayani kepada masyarakat
21
 
Dengan  ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 
Tahun 2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu Satu 
Pintu yang salah satu inti pokoknya adalah bagaimana menciptakan prosedur 
pelayanan  kepada masyarakat  ermasuk di dalamnya masalah perijinan secara 
transparan, akuntabel, cepat, murah dan mudah.  
Perijinan merupakan salah satu mekanisme regulasi mutu pelayanan 
untuk menjamin bahwa lembaga pelayanan tersebut dapat memenuhi standar 
kompetensi minimal untuk melindungi publik
22
 
Ijin adalah salah satu instrumen hukum dari pemerintah. Ijin di katakan 
sebagai instrumen karena ijin itu sendiri adalah hukum. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa salah satu penyumbang PAD menurut Undang-Undang No. 
28 Tahun 2009 adalah retribusi dan salah satu jenisnya atau kategori retribusi 
adalah retribusi perijinan tertentu. 
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Tidak ada definisi yang seragam tentang ijin dari sisi teori hukum. 





Dispensasi adalah keputusan adminisasi negara yang 
membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan  yang menolak 
perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menebus rintangan yang 
sebetulnya secara normal tidak diijinkan, artinya dispensasi adalah 
menyisihkan pelarangan dalam hal khusus. 
b. Lisensi 
Lisensi adalah suatu ijin yang memberikan hak untuk 
menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan 
suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu 
perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa. 
c. Konsesi 
Konsesi merupakan suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan 
besar dimana kepentingan umum terlibat dengan erat, sehingga 
sesungguhnya pekerjaan itu merupakan tugas dari pemerintah, bentuknya 
macam-macam dapat berupa kontraktual maupun pemberian status 
tertentu. 
Dari uraian tersebut diatas,  dapat di ambil kesimpulan bahwa baik 
dispensasi, lisensi maupun konsesi adalah  jenis perijinan.  
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Menurut Kamus hukum, Ijin (vergunning)  di jelaskan sebagai 
perkenan / ijin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan 
pemerintah  yang diisyaratkan untuk perbuatan  yang pada umumnya 
memerlukan pengawasan khusus, tetapi tidaklah dianggap sebagai  hal-hal 
yang sama sekali tidak dikehendaki, berupa peniadaan ketentuan larangan 
umum dalam peristiwa kongkret. Dari arti kamus hukum tersebut dapat 
dikatakan bahwa ijin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi 
satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan 
persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.  
Saat ini hukum harus benar-benar mampu mewujudkan perannya 
dalam memerangi polusi yang ditimbulkan akibat efek pembangunan. Dalam 
hal ini apa bila hukum tidak tegas dalam mengatur masalah perijinan  maka 
jelas lingkungan yang akan menjadi korban
24
 
Bagaimana menyatakan bahwa ijin dalam arti luas berarti suatu 
persetujuan  dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
diperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 
dilarang. 
Secara teori antara ijin dan konsesi tidak berbeda, walaupun secara 
praktek berlainan, pemegang ijin tersebut disebut sebagai konsensionaris. Ijin 
merupakan perbuatan administrasi negara yang bersegi satu yang hanya 
dilakukan oleh pemerintah  artinya tidak dimungkinkan adanya persesuaian 
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kehendak sedangkan konsesi adalah  suatu perbuatan hukum bersegi dua yakni 
suatu perijinan yang diadakan antara yang memberi konsesi dengan yang 
diberi konsesi. Ijin tidak diterbitkan melalui  perjanjian, tetapi konsesi terbit 
setelah ditandatanganinya perjanjian antara pemberi konsesi (pemerintah) 
dengan penerima konsesi. Ketika Pemerintah melakukan tindakan hukum  
yang berkenaan dengan ijin dan konsesi, pemerintah menampilkan diri dalam 
dua fungsi yaitu sebagai badan hukum publik pada saat memberikan konsesi 
dan bertindak sebagai organ pemerintah ketika mengeluarkan ijin.  
 
4. Pengertian  Implementasi 
Adanya tiga nilai dasar yang perlu mendapat perhatian dari pelaksana 
hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan mengarahkan 
hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu. 
Hukum benar-benar mempunyai peranan nyata bagi masyarakatnya di mana 
kekuatan sosial bekerja dalam tahapan pembuatan Undang-undang. Kekuatan 
sosial itu akan terus berusaha masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi 
secara efektif dan efisien. Peraturan yang dikeluarkan itu memang akan 
menimbulkan hasil yang diinginkan, tetapi efeknya sangat tergantung pada 
kekuatan-kekuatan sosial yang melingkupinya.  
Melihat permasalahan dalam gambaran yang diberikan oleh Chambliss 
dan Seidman tersebut, memberi perspektif dalam pemahaman hukum
25
 
sebagai disimpulkan sebagai berikut : 
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a. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang 
pemegang peranan ( role occupant ) itu diharapkan bertindak. 
b. Bagaimana seorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu 
respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturn 
yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-
lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik 
dan lainnya mengenai dirinya. 
c. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon 
terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang 
ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-
kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta 
umpan-umpan balik yang datang dari para pemegang peranan. 
d. Bagaimana para pembuat Undang-undang itu akan bertindak merupakan 
fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku, sanksi-sanksinya, 
keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi, dan 
lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang 
datang dari pemegang peranan serta birokrasi. 
Bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam masyarakat, terdapat 
satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan terjadinya penerapan 
dari norma-norma hukum itu. Regenerasi atau penerapan hukum dalam 
kehidupan masyarakat itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai 
perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang 




membawa kepada pengelihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di 
dalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan 
mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya ( impact ) 
terhadap hukum, yang meliputi : 
a. Pembuatan Hukum 
Apabila hukum itu dilihat sebagai karya manusia maka 
pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan hukum. 
Jika masalah pembuatan hukum itu hendak dilihat dalam hubungan 
dengan bekerjanya hukum sebagai suatu lembaga sosial, maka pembuatan 
hukum itu dilihat sebagai fungsi masyarakatnya. Di dalam hubungan 
dengan masyarakat, pembuatan hukum merupakan pencerminan dari 




1) Model masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan  
nilai-nilai ( value consesnsus ). Masyarakat yang demikian itu akan 
sedikit sekali mengenal adanya konflik-konflik atau ketegangan di 
dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai 
yang menjadi landasan kehidupannya, dengan demikian masalah yang 
dihadapi oleh pembuatan hukum hanyalah menetapkan nilai-nilai 
apakah yang berlaku di dalam masyarakat itu. 
2) Masyarakat dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat 
sebagai suatu perhubungan di mana sebagan warganya mengalami 
tekanan-tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan 
konflik-konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang 
berlaku di dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama 
lain, sehingga ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya. 
 
b. Pelaksanaan Hukum ( Hukum Sebagai Suatu Proses ) 
Hukum tidak dapat bekerja atas kekuatannya sendiri, melainkan 
hukum hanya akan dapat berjalan melalui manusia. Manusialah yang 
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menciptakan hukum, tetapi juga untuk pelaksanaan hukum yang telah 
dibuat itu masih diperlukan adanya beberapa langkah yang memungkinkan 
ketentuan hukum dapat dijalankan. Pertama, harus ada pengangkatan 
pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum; Kedua, harus ada 
orang-orang yang melakukan perbuatan hukum; Ketiga, orang-orang 
tersebut mengetahui adanya peraturan tentang keharusan bagi mereka 





c. Hukum dan Nilai-nilai di dalam Masyarakat 
Hukum menetapkan pola hubungan antar manusia dan 
merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat ke dalam bagan-
bagan. Di dalam masyarakat ada norma-norma yang disebut sebagai 
norma yang tertinggi atau norma dasar. Norma ini adalah yang paling 
menonjol. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai 
suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan 
nilai itu merujuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandang yang 
berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai 




Mengenai efektifitas pelaksanaan hukum berkaitan erat dengan 
masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila seseorang 
membicarakan masalah berfungsinya hukum dalam masyarakat, maka 
biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-
benar berlaku atau tidak. Kelihatannya sangat sederhana, padahal dibalik 
kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan. Di dalam teori-
teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum 
sebagai kaidah, yakni : 
1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan 
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau apabila terbentuk menurut 
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cara yang telah ditetapkan atau bila menunjukkan hubungan keharusan 
antara suatu kondisi dan akibatnya. 
2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut 
efektif. Artinya, (a) kaidah hukum dapat dipaksakan berlakunya oleh 
penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat ( Teori 
Kekuasaan ), atau (b) kaidah hukum diberlakukan oleh penguasa meskipun 
tidak diterima oleh warga masyarakat ( Teori Kekuasaan ), atau (c) kaidah 
hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat ( Teori 
Pengakuan ) 
3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita 
hukum sebagai nilai positif yang berlaku. 
Sehubungan dengan hal tersebut, mengenai masalah berfungsinya 
ketentuan hukum yang berlaku, digunakan konsep kaidah hukum yang berlaku 
secara sosiologis, dengan teori pengakuan. 
Implementasi suatu program pemerintah dapat dipandang dari tiga 
sudut yang berbeda, yakni :  
1. Pemrakarsa kebijakan atau pembuat kebijakan.  
2. Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan.  
3. Aktor-aktor perorangan di luar badan-badan pemerintah kepada siapa 
program itu dituju, yakni kelompok sasaran ( target group ).  
Hal ini berarti implementasi kebijakan dan strategi merupakan desain 
pengelolaan berbagai sistem yang berlaku dalam organisasi untuk mencapai 




struktur, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya 
dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Ruang 
lingkup dari kegiatan manajerial yang dihubungkan dengan implementasi 
dapat dikatakan sama dengan seluruh proses administrasi dan manajemen 
yang terlaksana dalam suatu organisasi. 
Kendala-kendala dari implementasi kebijakan sebagai implementation 
gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk 
kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat 
kebijakan dengan kondisi nyata sebagai prestasi pelaksanaan kebijakan. 
Pendekatan keberhasilan dari sisi proses tidak jauh berbeda dengan 
pendekatan sasaran, keberhasilan organisasi ini dianggap tercapai apabila 
proses internal organisasi berjalan lancar, karyawan bekerja dengan gembira 
dan mendapatkan kepuasan tinggi. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan 
bukan semata-mata tercapainya sasaran / tujuan secara notabene, tetapi 
mengandung arti luas, dimana diantaranya dilihat dari kecilnya hambatan 
intern dalam melaksanakan tugas, misalnya penyimpangan, konflik, sumber 
daya, dana dan waktu digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan 
peruntukannya dan kepuasan kerja. 
Hukum agar bisa berfungsi dapat dipakai pula pendekatan dengan 
mengambil teori Robert Seidman 29yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum 
dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar, yaitu pembuat 
hukum ( Undang-undang ), birokrat pelaksana dan masyarakat obyek hukum. 
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Pelaksana hukum, perilakunya ditentukan pula peranan yang diharapkan 
daripadanya, namun bekerjanya harapan itu tidak hanya ditentukan oleh 
peraturan-peraturan saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, 
tapi juga oleh : 
a. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya. 
b. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum. 
c. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri 
pemegang peran itu. 
Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya tiga unsur sistem 
hukum (three element of legal system). Ketiga unsur sistem hukum yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum yaitu
30
 : 
a. Komponen struktur hukum yaitu kelembagaan yang diciptakan sistem 
hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung 
bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk 
melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. 
b. Komponen substansi sebagai out put dari sistem hukum berupa 
peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh 
pihak yang mengatur maupun yang diatur. 
c. Komponen kultural terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang 
mempengaruhi bekerjanya hukum atau oleh Lawrence W. Friedman 
disebut kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai 
                                                 
30
 Esmi Wirasih Puji Rahayu. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Suryandaru 




jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan 
tingkah laku hukum seluruh  warga masyarakat.  




a. Structure atau aparature yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif 
b. Substance atau substansi, yakni perundang-undangan dan keputusan 
pengadilan 
c. Legal Culture atau budaya hukum, yaitu bagaimana persepsi 
masyarakat terhadap hukum 
Menurut Friedman
32
 komponen struktur yaitu kelembagaan yang 
diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam 
rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan 
untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap 
penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur. Komponen subtansi adalah 
aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. 
Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di 
dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan 
baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law ( hukum yang 
hidup ), dan bukan hanya aturan yang ada dalam Kitab Undang-undang atau 
law in the books. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum 
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yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik 
oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. 
Akhirnya, pemahaman Friedman
33
 tentang the legal culture, system-
their beliefs, values, ideas, and expectations. Kultur hukum adalah sikap 
manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, 
serta harapannya. Pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu 
jalannya proses hukum. Jadi, dengan kata lain bahwa kultur hukum adalah 
suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum 
digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem 
hukum itu sendiri tidak akan berdaya sama sekali. Komponen kultural yaitu 
terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum 
yaitu kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan 
yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum 
seluruh warga masyarakat. 
Kesimpulannya bahwa ketiga unsur sistem hukum itu adalah :  
a. Struktur hukum diibaratkan sebagai mesin. 
b. Substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin 
itu. 
c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk 
menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana 
mesin itu digunakan. 
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5. Teori-Teori Evaluasi Kebijakan 
a. Pengertian Evaluasi Kebijakan  
Kegiatan evaluasi dalam beberapa hal mirip dengan pengawasan, 
pengendalian, penyeliaan, supervisi, kontrol dan pemonitoran. Pelaku 
utama adalah pemerintah. Akan tetapi seringkali pelaku yang lain seperti 
lembaga penelitian yang independen, partai politik dan tokoh-tokoh 
masyarakat juga melakukan evaluasi. Tujuan masing-masing dapat 
berbeda-beda, misalnya untuk menunjukkan kegagalan kebijakan sehingga 
pemerintah dinilai tidak efektif atau bahkan dinilai korup. Mungkin juga 




Evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui 4 aspek, yaitu : 
proses pembuatan kebijakan, proses implementasi, konsekuensi kebijakan 
dan efektifitas dampak kebijakan. Keempat aspek pengamatan ini dapat 
mendorong seorang evaluator untuk secara khusus mengevaluasi isi 
kebijakan, baik pada dimensi hukum dan terutama kelogisannya dalam 
mencapai tujuan, maupun konteks kebijakan kondisi lingkungan yang 
mempengaruhi seluruh proses kebijakan.
35
 
Di pihak lain, evaluasi dapat dilakukan sebelum maupun sesudah 
kebijakan dilaksanakan. Keduanya disebut evaluasi summatif dan formatif. 
Lebih lanjut evaluasi terhadap aspek kedua tadi disebut sebagai evaluasi 
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implementasi, sedangkan evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat 
disebut evaluasi dampak kebijakan.
36
 
Selain berusaha memberikan penjelasan tentang berbagai 
fenomena kebijakan, evaluator mempunyai maksud lain : memberikan 
rekomendasi kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan tentang 
tindakan apa yang perlu diambil terhadap kebijakan yang dievaluasinya. 
Misalnya adalah rekomendasi tentang cara mengefektifkan implementasi 
program maupun cara mengandilkan dan mendemokratiskan proses 
pembuatan, implementasi dan pemanfaatan hasil kebijakan. Evaluasi 
kebijakan memiliki empat fungsi yaitu  
1) Eksplanasi 
Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat 
dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antara berbagai 
dimensi realitas yang diamatinya.  
2) Kepatuhan 
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh 
para pelaku, baik birokrasi maupun perilaku lain, sesuai dengan 
standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.  
3) Auditing 
Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke 
tangan kelompok sasaran maupun penerima lain (individu, keluarga, 
organisasi, birokrasi desa, dan lain-lain) 
4) Akunting 





b. Asas-asas Kebijakan Publik 
Dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia layanan 
publik harus memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu : 
1) Transparansi 
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Pemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti. 
2) Akuntabilitas 
Pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3) Kondisional 
Pemberian pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 
4) Partisipatif 
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 
masyarakat. 
5) Tidak diskriminatif 
Pemberian pelayanan publik tidak boleh bersifat diskriminatif, dalam 
arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status 
sosial dan ekonomi. 
6) Keseimbangan hak dan kewajiban 





Asas-asas dalam pelayanan publik tersebut di atas merupakan dasar 
bagi pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima 
adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat) minimal 
sesuai dengan standar pelayanan (cepat, tepat, akurat, murah, ramah)
39
  




d. Penampilan fasilitas 
e. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan 
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Dalam sektor publik, pelayanan dikatakan prima apabila sebagai 
berikut : 
a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan/pengguna 
jasa. 
b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan 
c. Pelayanan prima bila melebihi standar, atau sama dengan standar. Bila 
belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan 
yang dilakukan secara maksimal. 
d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal, 
dan mastarakat internal. 
Strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan/keinginan 
pelanggan dapat ditempuh melalui : 
a. Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait 
dengan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Pelanggan). 
b. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua 
aparatur yang memberi pelayanan. 
c. Dalam pelaksanaan pelayanan prima, didukung sistem lingkungan 
yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan 
pelayanan prima. 
d. Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung sumber 
daya manusia, dana dan teknologi canggih tepat guna 
e. Pelayanan prima dapat berhasil guna, apabila organisasi menerbitkan 
standar pelayanan prima yang dapat dijadikan pedoman dalam 
melayani dan panduan bagi pelanggan yang memerlukan jasa 
pelayanan. 
Standar pelayanan prima dapat diwujudkan melalui : 
a. Kosepsi penyusutan standar pelayanan prima: 
1) Concept (gagasan terbaru dan tercanggih) 
2) Competency (kemampuan beroperasi pada standar yang tinggi 
dimana saja) 
3) Connection (hubungan yang baik) 
b. Prinsip pengembangan pelayanan prima 
1) Rumusan organisasi 
2) Penyebaran visi dan misi 
c. Sasaran pelayanan yang ”SMART” 




2) Measurable (dapat diukur) 
3) Achievable (dapat dicapai) 
4) Relevant (sesuai kepentingan) 





a. Pemerintah yang bertugas melayani 
b. Masyarakat yang dilayani pemerintah 
c. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik 
d. Peralatan/sarana pelayanan yang canggih 
e. Sumber yang tersedia untuk diramu dalam kegiatan pelayanan 
f. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai standar dan 
asas pelayanan masyarakat 
g. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat 
h. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat; pejabat dan 
masyarakat apakah masing-masing menjalankan fungsinya.  
 
Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada rakyat 
merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan rakyat. 
Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum 
(public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan 
sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-
baiknya bagi rakyat, sehingga akan menentukan sejauhmana negara telah 
menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. 
Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah 
kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki 
banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional 
hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 
menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti: 
a. kinerja (performance); 
b. keandalan (reliability); 
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c. mudah dalam penggunaan (ease of use); 
d. estetika (esthetics), dan sebagainya. 
Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 
sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan
41
  
Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun 
yang lebih strategis oleh Gaspersz
42
 mengemukakan bahwa pada dasarnya 
kualitas mengacu kepada pengertian pokok: 
a. kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk; 
b. kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 
kerusakan. 
 
c. Pengertian Pelayan Publik 
Pelayanan umum atau pelayanan publik merupakan istilah yang 
menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat 
atas dasar kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai 
pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Mahmudi  memberikan definisi pelayanan publik sebagai berikut.
43
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“segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang 
dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah 
yang meliputi : 
a. Satuan kerja/satuan organisasi kementrian; 
b. Departemen; 
c. Lembaga pemerintah Non Departemen; 
d. Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, misalnya: 
sekretariat dewan (Setwan), sekretariat negara (Setneg), dan 
sebagainya;  
e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 
f. Badan Hukum Milik Negara (BUMD); 
g. Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk 
dinas-dinas dan badan”. 
Definisi pelayanan publik menurut Lijan Poltak Sinambela adalah
44
 
sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 
sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 
menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 
produk secara fisik. 
 
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pelayanan 
publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 
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penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah 
bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. 
Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari 
pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk 
pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lainnya. 
Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik 
terletak pada pemerintah. Pelayanan publik juga dapat diberikan oleh 
pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu organisasi nonprofit, relawan 
(volunteer), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika 
penyelenggaraan pelayanan publik tertentu diserahkan kepada swasta atau 
pihak ketiga, maka yang terpenting dilakukan oleh pemerintah adalah 
memberikan regulasi, jaminan keamanan, kepastian hukum, dan 
lingkungan yang kondusif. 
 
d. Peraturan Daerah 
Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua konsepsi yang selalu 
eksis dalam sebuah organisasi modern, baik dalam organisasi non publik. 
Kedua konsepsi ini bahkan menentukan derajat hubungan antara 








Agar supaya semua tindakan pemerintah daerah sah dan dapat 
diterima oleh rakyat di daerahnya, maka semua kebijakan di daerah  harus 
ada dasar pijakan yuridis sehingga memudahkan daerah mengatur dirinya 
sesuai aspirasi masyarakat  antara lain dalam Peraturan daerah (Perda) 
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Perahiran Perudang-undangan, yang menggantikan Ketetapan MPR 
No.1IUMPR/2000, ditegaskan dalam pasal 12 bahwa materi muatan 
Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka 
penyelengaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), dan 
menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan 
Perundang-undanan yang lebih tinggi. Sistem otonomi yang dijalankan 
sekarang adaIah otonomi nyata (faktor riil masing-masing daerah) dan 
bertanggungjawab. 
Dari cara pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah setara 
dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk 
hukum lembaga legislatif. Namun dari segi isinya, kedudukan peraturan 
yang mengatur materi dalan ruang lingkup daerah yang lebih sempit 
dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan 
dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas. Jadi, sesuai dengan prinsip 
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hierarkhi peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi. 
Menurut Bagir Manan mengingat bahwa Peraturan Daerah dibuat 
oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkuugan 
wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap 
peraturan penmdang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata 




Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-
Undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala 
sumber hukum negara. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis. 
Adapun jenis dan hierarkhi peraturan perundang-undangan diatur 
dalam Pasal 7 sebagaimana tersebut di bawah ini : 
a. UUD Negara Republik Indonesia Talnm 1945  
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 
c. Peraturan Pemerintah 
d. Peraturan Presiden 
e. Peraturan Daerah : 
l . Perda Provinsi 
2. Perda Kabupaten/Kota 
3. PerdeslPeraturan yang setingkat 
                                                 
46
 Huda,2005,Otonomi Daerah ; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika / 




Keputusan Kepala Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan 
daerah yang bersangkutan, untuk melaksanakan peraturan perundangan 
yang lebih tinggi tingkatannya atau dalam rangka menjalankan hugas 
wewenang dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan 
daerah (pimpinan eksekutif daerah). Kepala daerah mempunyai 
kewenangan membuat ketetapan (heschikking) dan peraturan 
kebijaksanaan (beleidsregel atau pseudo-wetgeving) seperti pembuatan 
"Juklak dan Juknis". 
Keputusan Kepala Daerah, yang melaksanakan Peraturan Daerah 
adalah peraturan delegasi, karena itu materi muatannya semata-mata 
mengenai hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah bersangkutan. 
Kepala Daerah dapat membuat keputusan untuk melaksanakan 
suatu Peraturan Daerah apabila memang diperlukan walaupun tidak ada 
delegasi yang tegas dalam Peraturan Daerah tersebut
47
Dengan demikian 
Keputusan Kepala Daerah merupakan keputusan yang mengikat secara 
umum dan dibuat berdasarkan kewenangan adalah termasuk perundang-
undangan dalam bidang desentralisasi. 
 
e. Hinderordonnantie (HO) 
Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam menangani gangguan 
yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Pada awal tahun 1926, pemerintah 
kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Gangguan dalam 
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Lembaran Negara (Staatsblad) nomor 226 dan kemudian mengubah 
undang-undang tersebut melalui Lembaran Negara tahun 1940 nomor 450. 
Perundang-undangan aslinya berjudul Undang-Undang Gangguan 
(“Hinderordonnantie”) dan ijin yang dikeluarkannya dikenal dengan nama 
”Ijin H.O”. Setelah kemerdekaan, sistem ini dikenal sebagai “Undang-
Undang Gangguan”. 50 tahun kemudian, jauh setelah kemerdekaan 
Indonesia, Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan No. 7 tahun 1993 
tentang Ijin Gedung dan Ijin Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan di 
bidang Industri yang kemudian mengubah pendekatan nasional terhadap 
isu-isu tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ijin yang bersifat wajib 
tersebut disebut sebagai “Disturbance Permits” dan “Nuisance Permits 
pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan Undang-Undang Gangguan 
“dengan tujuan untuk melindungi didirikannya bangunan-bangunan kecil 
sebagai tempat kerja dan usaha kecil dari gangguan masyarakat umum.”  
Pada waktu itu, Undang-Undang Gangguan dibuat untuk melidungi 
perusahaan dagang milik Belanda dari penolakan masyarakat dan dari 
persaingan dengan perusahaan-perusahaan lokal. Namun pada 
kenyataannya, justru sebaliknya,  Undang-Undang tersebut, terkesan 
bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk melindungi 
masyarakat dari dampak-dampak merugikan dari beberapa praktik usaha 
tertentu, dan bukan untuk melindungi industri dari masyarakat. Keinginan 




sebaliknya) lebih sesuai dengan semangat di era 1920-an dan gerakan 
reformasi pemerintahan kotamadya yang pada waktu itu sedang terjadi. 
Kelemahan Undang- Undang Gangguan adalah dikenakannya 
sanksi karena tidak memperoleh ijin, dan bukan karena menyalahgunakan 
ijin tersebut atau melanggar ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, 
pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan AMDAL atau 
UKL/UPL tidak ditetapkan secara tegas sebagai pelanggaran terhadap ijin, 
walaupun ketentuan-ketentuan ini dinyatakan sebagai persyaratan untuk 
memperoleh ijin usaha/kegiatan.” Jelas sekali bahwa suatu undang-undang 
yang dirumuskan pada tahun 1924 dan diamandemen pada tahun1940 
tidak dapat dirujuk-silang dengan perundang-undangan yang lebih baru. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Robert L Glickman, 
menghasilkan temuan bahwa kerancuan atas peraturan ijin gangguan 
berakibat pada munculnya kasus Lucas, dimana  pihak Lucas merasa benar 
bahwa ia tanpa harus meminta ijin kepada pemerintah setempat atau 
Negara bagian untuk membangun sebuah realestate, namun kenyataannya 
tidak demikian, pada kasus ini Lucas tetap di nyatakan bersalah karena 
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B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian mengenai administrasi kependudukan telah diteliti oleh 
penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut sebagai wacana peneliti untuk 
mencari celah baru suatu permasalahan yang diperlukan solusi pemecahan 
masalahnya. Penelitian tersebut antara lain Penelitian Agus Susanto dengan 
judul evaluasi dampak implementasi kebijakan pelayanan public (Kajian 
tentang Kebijakan Perijinan Model Satuan Adminitrasi Satu Atap di 
Kabupaten Nganjuk). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan 
pelayanan perijinan terpadu model Sistem Adminsitrasi Satu Atap, yang 
diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan telah dilaksanakan 
sejak tahun 1998, meskipun belum sepenuhnya menghasilkan out put sesuai 
dengan visi dan misi pendirian lembaga dimaksud, ternyata telah mampu 
menampakkan suatu perkembangan yang lebih baik dari pada sebelum 
adanya UPT perijinan. 
Informasi dan temuan-temuan lain sepanjang penelitian berlangsung, 
menunjukkan bahwa kelembagaan yang terbentuk masih bersifat sebagai 
koordinator karena berupa awal proses pembenahan administrasi sekaligus 
berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan retribusi dari sektor 
pelayanan perijinan. Sedangkan proses yang berkaitan dengan masalah 
teknis masih dilaksanakan oleh instansi teknis yang terkait. Hal ini 
disebabkan karena institusi tersebut masih belum diimbangi dengan personil 
tetap baik tenaga administrative maupun tenaga teknis yang bertugas 




satu lembaga perijinan. Disisi lain tampak belum tersedianya prasarana fisik 
maupun anggaran yang memadai, sehingga hal ini mempunyai dampak pada 
tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang masih dapat ditingkatkan, 
baik dari aspek penerimaan dari 
sektor retribusinya dengan sistem satu pintu. Kondisi saat ini masih 
memungkinkan terjadinya suatu penyimpangan prosedur, apabila koordinasi 
pemrosesan perijinan antara Unit Pelayanan Terpadu sebagai pemroses 
administrasi awal dengan instansi terkait sebagai pemroses aspek teknis 
kurang berjalan dengan baik. Selain kondisi tersebut juga masih 
memungkinkan akan terjadi adanya biaya tambahan yang tak tercantum 
dalam kebijakan resmi. Kesimpulan makro ini dijelaskan berdasarkan pada 
dampak kebijakan perijinan terhadap kelembagaan, pelayanan dan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah..
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Penelitian senada juga telah dilakukan Juffri Eddy  dengan judul 
kualitas pelayanan publik dalam pengurusan surat izin pendirian bangunan 
(IMB) di Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatra Utara. Penelitian ini 
menghasilkan temuan bahwa kualitas fisik bangunan dan peralatan yang ada 
di instansi pelaksana pengurusan IMB sudah baik, jumlah personil yang 
cukup banyak mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat, 
hambatan sangat kurang karena optimalnya pelayanan yang di berikan
50
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Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena penelitian 
ini ingin mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah kota 
Surakarta dalam melakukan ijin gangguan, untuk mengetahui faktor 
penghambat implementasi serta upaya yang seharusnya dilakukan 
pemerintah kota Surakarta agar pemberian ijin dapat dilaksanakan sesuai 
Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan. 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang cukup pesat 
perkembangan perekonomiannya. Kota Surakarta mempunyai potensi yang 
cukup besar dalam dunia usaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin 
banyaknya jaringan perbelanjaan ataupun mall-mall yang berdiri di Kota 
Surakarta. Dengan demikian, Kota Surakarta merupakan daerah yang cukup 
potensial untuk melakukan pembangunan kawasan bisnis. Namun demikian, 
tidak tertutup kemungkinan adanya kendala-kendala atau hambatan-hambatan 
yang dihadapi oleh para investor untuk melakukan  perijinan gangguan tempat 
(HO) di Kota Surakarta.  
Fungsi Ijin Gangguan sebagai alat untuk mengendalikan pengaruh 
negatif dari luar yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan sosial 
ekonomi tertentu, dan untuk melakukan penyederhanaan sehingga Ijin 
Gangguan tidak membebani iklim usaha. Ijin gangguan tersebut di teangkan 
dalam Perda Kota Surakarta No. 14 Tahun 1998. Meskipun demikian dalam 




hambatan inilah yang sedapat mungkin diminimalkan oleh Pemerintah Kota 
Surakarta sehingga dapat tercapai tujuan dari Perda tersebut.  
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kesehatan, keselamatan, dan 
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A. Jenis Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis (non-
doktrinal), sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan 
implementasi Perda .  
Dengan pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 
melakukan wawancara yang mendalam mengenai masalah yang diteliti 
dan memperoleh informasi dari pihak yang berkompeten dengan masalah 
penelitian yang hendak dipecahkan yaitu tentang Implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap 
tempat usaha di Kota Surakarta.  
Menurut Burhan Ashshofa, metode penelitian kualitatif 
dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus 
terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti 
tidak mengenal pemilahan-pemilahan gejala secara konseptual ke dalam 
aspek-aspeknya yang eksekutif (disebut variabel). Dalam hubungan ini, 








Lexy J. Moleong mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif 
pada dasarnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu data dikumpulkan, 




Dari bentuknya, penelitian ini termasuk penelitian evaluatif dan 
diagnostik. Menurut Setiono yang dimaksud dengan penelitian yang 
berbentuk evaluatif dilakukan apabila seorang ingin menilai program-
program yang dijalankan sedangkan penelitian diagnostic adalalah 
merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan unuk mendapatkan 




Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pendapat Soetandyo 
Wignjosoebroto tentang 5 (lima) konsep hukum seperti yang 
dikembangkan Setiono adalah sebagai berikut
54
 : 
1) Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang 
bersifat kodrati dan berlaku Universal (atau menurut bahasa Setiono 
disebut sebagai hukum alam). 
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2) Hukum merupakan norma-orma positif didalam sistem perundang-
undangan hukum nasional. 
3) Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim inconcreto, dan 
tersistematisasi sebagai judge made law. 
4) Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik. 
5) Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku 
sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa 
Setiono disebut sebagai hukum dalam benak manusia). 
Dalam penelitian ini peneliti mendasarkan pada konsep hukum 
yang ke lima, yaitu hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik 
para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka (hukum 
yang ada dalam benak manusia), karena dalam penelitian ini, penulis ingin 
menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dan perilaku 
peristiwa secara langsung dan mendalam sehingga diperoleh informasi dan 
data-data yang akurat, yang penulis perlukan dalam penulisan ini. 
 
2. Bentuk Penelitian 
Penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap tempat usaha di 
Kota Surakarta., bentuk penelitiannya adalah penelitian evaluatif 
diagnostik. Penelitian evaluatif dan diagnostik merupakan penelitian yang 




terjadinya suatu atau beberapa gejala dan dilakukan apabila seseorang 
ingin menilai program-program yang dijalankan.
55
 Penelitian ini 
bermaksud untuk mendapatkan keterangan mengenai Implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan  
terhadap tempat usaha di Kota Surakarta. 
 
3. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Surakarta. Adapun alasan dipilihnya lokasi ini dengan 
pertimbangan sebagai berikut: 
a. Kantor tersebut memungkinkan adanya gejala yang sesuai dengan 
judul penelitian. 
b. Diberi ijin penelitian dan kesempatan oleh kantor tersebut kepada 
penulis untuk mengadakan penelitian. 
c. Tersedianya data yang diperlukan guna penulisan tesis ini di kantor 
tersebut. 
 
4. Teknik Sampling 
. Teknik sampling yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Teknik Purposive sampling  pengambilan cuplikan 
berdasarkan  atas pertimbangan tertentu. sampling  tidak digunakan dalam 
usaha  untuk melakukan generalisasi   statistik atau sekedar mewakili 
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populasinya, tetapi lebih mengarah pada generalisasi teoritis. Sumber data 
yang digunakan disini tidak sebagai yang mewakili populasinya tetapi  
lebih cenderung  mewakili informasinya. Karena pengambilan sampel ini  
di dasarkan atas pertimbangan tertentu. Dengan kecenderungan  untuk 
memilih informasi yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya  
secara mendalam  dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang 
mantap
56
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima perusahaan pada 
tiap-tiap Kecamatan.  
 
5. Jenis Data dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Data primer 
Data primer adalah sejumlah fakta-fakta yang diperoleh 
secara langsung dari sumbernya. Data diperoleh secara langsung 
dari wawancara, yaitu orang yang dijadikan key informant. Adapun 
sumber data primer ini adalah : 
(a) Bapak Toto Amanto, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Surakarta. 
(b) Ibu Ermawati, Staf Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Surakarta. 
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(c) Ibu Nunuk dan Bapak Heruyono selaku Pengusaha atau 
pemilik  usaha di Kota Surakarta 
(d) Bapak Aris dan Bapak Yupi selaku Masyarakat di Kota 
Surakarta 
2) Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari 
lapangan, yang memberikan keterangan tambahan atau pendukung 
kelengkapan data primer. Termasuk dalam data ini adalah, 
dokumen-dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah dan literatur-
literatur yang mendukung. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Sumber data primer  
Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh 
secara langsung dari sumber pertama.  Dalam penelitian ini sumber 
data primer berupa hasil wawancara langsung di lokasi penelitian. 
Sedangkan yang dipilih sebagai informan adalah : 
(1) Bapak Toto Amanto, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan 
Terpadu Kota Surakarta. 
(2) Ibu Ermawati, Staf Pelayanan Perizinan Terpadu Kota 
Surakarta. 
(3) Ibu Nunuk dan Bapak Heruyono selaku Pengusaha atau 




(4) Bapak Aris dan Bapak Yupi selaku Masyarakat di Kota 
Surakarta 
2) Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak 
secara langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung 
sumber data primer. Termasuk dalam sumber data ini adalah buku-
buku serta dokumen lain. Juga berbagai literatur lain berupa 
peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.  
Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 
a) Bahan Hukum Primer 
Yaitu keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan 
langsung dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
daerah. 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 
hukum primer. Yang termasuk bahan hukum sekunder adalah 
buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
serta artikel-artikel. 
 
6. Metode  Pengumpulan Data 








Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara mendalam atau in depth interviewing . Wawancara  
ini bersifat lentur dan terbuka, serta  tidak terstruktur ketat dalam 




Data dikumpulkan peneliti dimulai dari informan yang 
ditentukan untuk diwawancarai yang darinya akan bergulir 
menggelinding seperti bola salju (snowball sampling). Snowball 
sampling merupakan penggunaan sampling tanpa persiapan tetapi 
mengambil orang pertama yang dijumpai selanjutnya  dengan 
mengikuti petunjuknya untuk mendapatkan sampling berikutnya 
sehingga mendapatkan data lengkap dan mendalam, ibaratnya seperti 
bola salju yang menggelinding, semakin jauh semakin besar
58
 
b. Studi Pustaka 
Yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
mempelajari data-data sekunder yang berupa peraturan perundang-
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undangan, dokumen-dokumen atau arsip, buku-buku, artikel dan 




7. Teknik Analisis Data 
Studi penelitian ini dengan menggunakan metode analisa data 
deduktif kualitatif yang mana proses penganalisaan data tersebut dilakukan 
melalui beberapa tahap, yaitu : 
a. Data yang diperoleh diproses dan dilakukan penyusunan data dalam 
satuan-satuan tertentu. 
b. Analisa Taksonomis (Taxonomic Analysis) 
Yaitu suatu analisa dimana fokus penelitian ditetapkan terbatas 
pada domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya 
mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi 
sasaran semula penelitian. 
Domain-domain yang dipilih untuk diteliti secara lebih 
mendalam lagi merupakan fokus studi yang perlu dilacak secara rinci 
dan mendalam struktur internalnya masing-masing domain, 
penyelesaiannya dengan analisis taksonomis. Pada analisis taksonomis, 
penelitian tidak hanya terhenti untuk mengetahui sejumlah kategori 
yang tercukup pada domain, tetapi juga melacak kemungkinan sub-sub 
yang mungkin tercakup pada masing-masing kategori dalam domain 
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termasuk juga yang tercakup pada suatu sub-sub dan begitu seterusnya 
semakin terperinci. 
c. Analis Kompensial 
Analis Kompensial ini baru akan dilakukan setelah penelitian 
memiliki cukup banyak fakta, informasi dari hasil wawancara dan atau 
observasi yang melacak kontras-kontras diantara warga satu domain. 
Kontras-kontras tersebut oleh peneliti dipikirkan atau dicarikan 
dimensi-dimensi yang bisa mewadahinya.  
d. Penafsiran Data 
Tahap ini merupakan tahap dimana teori-teori yang ada 
diterapkan di dalam suatu data sehingga akan terjadi diskusi antara 
data di satu pihak dan teori di pihak lain yang ada pada akhirnya 
diharapkan akan ditemukan beberapa asumsi yang dapat dijadikan 














HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Deskripsi Kota Surakarta 
1. Profil Kota Surakarta 
Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 
92 meter diatas permukaan air laut, yang berarti lebih rendah atau hampir 
sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain 
Bengawan Solo  dilalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar 
dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota 
Surakarta terletak diantara : 110 45‟ 15”- 110 45‟35” Bujur Timur, 70 36‟ 
- 70 56‟ Lintang Selatan. 
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan 
Kabupaten Boyolali. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Selatan berbatasan 
dengan Kabupaten Sukoharjo. Sebelah Barat berbatasan dengan 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. 
Kota Solo mempunyai suhu udara maksimum 32,4 C dan suhu udara 
minimum 21,6 C. Sedangkan tekanan udara rata-rata adalah 1008,74 mbs 
dengan kelembaban udara 79 %. Kecepatan angin berkisar 4 knot dengan 
arah angin 188 serta beriklim panas. 
Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2003 adalah 552.542 




kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Sex ratio nya 96,06% yang berarti 
setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Angka ketergantungan 
penduduk sebesar 66%. Jumlah penduduk tahun 2003 jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk hasil sensus tahun 2000  yang sebesar 488.834 
jiwa, berarti  dalam 3 tahun mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. 
Meningkatnya jumlah penduduk ini disebabkan oleh  urbanisasi dan 
pertumbuhan ekonomi. 
Di Kota Solo terdapat beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun 
swasta.. Keberadaan pendidikan tinggi tersebut menunjukkan bahwa Kota 
Surakarta telah memiliki lembaga pendidikan tinggi yang relatif lengkap, 
sehingga cukup layak untuk disebut sebagai kota pendidikan juga. Aset 
tersebut merupakan sarana dan prasarana yang penting bagi penyediaan 
sumber daya manusia terdidik di Surakarta. 
 
2. Visi Misi Kota Surakarta 
Visi :Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada 
potensi perdagangan, jasa,pendidikan, pariwisata dan olah raga. 
Misi : 
a. Revitalisasi Kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat 
dalam semua bidang pembangunan serta perekatan kehidupan 
bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada 




b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan dalam penguasaan dan pendayagunaan ilmu 
pengetahuan teknologi dan seni guna mewujudkan inovasi dan 
integritas masyarakat madani berlandaskan ke Tuhanan Yang Maha 
Esa. 
c. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi daerah sebagai pemacu 
tumbuh dan berkembangnya ekonomi rakyat yang berdaya saing 
tinggi serta mendagunakan potensi pariwisata dan teknologi terapan 
yang akrab lingkungan. 
d. Memberdayakan peran dan fungsi hukum pelaksanaan hak asasi 
manusia dan demokratisasi bagi seluruh elemen masyarakat utama 
para penyelenggara pemerintah. 
 
3. Wilayah Administrasi 
Wilayah Administrasi kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah 
kecamatan yaitu Jebres, Banjarsari, Pasar Kliwon Serengan dan Laweyan 
dan 51 kelurahan dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang 
berbeda-beda. Wilayah terluas berada di Kecamatan Banjarsari (14,81 
km2) dan wilayah tersempit di Kecamatan Serengan (3,19 km2). 
Kepadatan Penduduk tertinggi berada di kecamatan Pasar Kliwon (4,82 
jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan Jebres (12,58 jiwa/km2).  
Kota Surakarta secara administrative terdiri dari 5 Kecamatan dan 




Kecamatan Laweyan  : 11 Kelurahan, 105 RW, 451 RT 
Kecamatan Serengan  : 7 Kelurahan, 72 RW, 309 RT 
Kecamatan Pasar Kliwon : 9 Kelurahan, 100 RW, 424 RT 
Kecamatan Jebres  : 11 Kelurahan, 149 RW, 630 RT 
Kecamatan Banjarsari  : 13 Kelurahan, 169 RW, 849 RT 
Jumlah RW   : 595 
Jumlah RT   : 2666 
Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Surakarta, 
maka secara alami dinamika penduduk, baik tingkat kepadatan penduduk 
maupun mobilitas penduduknya, menjadi semakin tinggi. Tak pelak lagi 
hal ini menyebabkan berbagai persoalan baru dalam bidang 
kependudukan, pemukiman, kesehatan, tata kota maupun masalah sosial 
lainnya. 
Wacana pemekaran kecamatan maupun kelurahan merupakan 
bentuk usaha penciptaan wilayah administrasi yang lebih representatif 
antara aparatur dengan masyarakat yang dilayaninya. Akan tetapi untuk 
mewujudkannya diperlukan kajian yang komprehensif sebelum disahkan 
dalam bentuk Perda. Disamping itu diperlukan waktu dan anggaran 
belanja yang tidak sedikit dalam proses pembentukannya. 
Sesuai amanat UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah 
perilaku pemerintahan harus berpihak pada rakyat, lebih demokratis serta 
melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan maupun 




memang belum optimal dan efisien, baik yang diakibatkan oleh faktor 
internal maupun eksternal. Salah satu upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Kota Surakarta adalah dalam bentuk penerapan 
pelayanan satu atap pada Unit Pelayanan Terpadu (UPT) 
 
4. Tinjauan Umum Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta 
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kota Surakarta dibentuk pada 
tanggal 8 September 1998 dengan Keputusan Walikotamadya KDH 
Tingkat II Surakarta Nomor 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan terpadu Kodya Dati II 
Surakarta. Selama ini UPT hanya berupa loket-loket pelayanan perijinan 
dan tidak memiliki kewenagan penandatanganan ijin sehingga proses 
masih dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis. 
UPT (Unit Pelayanan Terpadu) adalah suatu unit kerja non struktural 
yang didalamnya terdiri dari wakil-wakil dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian 
yang secara fungsional menangani perijinan/pelayanan umum. UPT Kota 
Surakarta diresmikan pada tanggal 25 Nopember tahun 2000. 
a. Falsafah 
Pelopor kemudahan dan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
b. Visi 
Dipercaya sebagai lembaga yang menjunjung kesederhanaan, 




c. Penjabaran Visi UPT 
1) Dipercaya 
a) Memegang teguh janji pelayanan. 
b) Menghasilkan kinerja terbaik secara konsisten 
c) Menjadikan lembaga terbaik secara konsisten. 
2) Kesederhanaan 
a) Prosedur pelayanan perijijnan tidak berbelit-belit, mudah 
dipahami dan mudah dilaksanakan. 
b) Persyaratan permohonan pelayanan / perijijnan mudah 
dipenuhi. 
3) Transparansi 
a) Memberikan penjelasansejujur-jujurnya, apa adanya sesuai 
peraturan. 
b) Mengumumkan / sosialisasi standar pelayanan seluas-luasnya 
pada publik 
4) Ketepatan Waktu 
Pelaksanaan pelayanan / perijijnan deselesaikan sesuaidengan 
waktu yang telah ditentukan. 
5) Kualitas 
a) Produk pelayanan diterima sesuai dengan harapan penerima 
pelayanan. 






1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
2) Mendorong peningkatan pertisipasi masyarakat dallam kegiatan 
pembangunan. 
3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan 
publik. 
4) Meningkatkan citra positif aparatur negara menjadi semakin 
positif. 
e. Rencana Strategis 
1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
a) Diklat untuk meningkatkan kompetisi petugas. 
b)  Meningkatkan kualitas proses secara terus menerus. 
c)  Meningkatkan kualitas produk secara terus menerus. 
2) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegitan 
pembangunan. 
a) Melayani kebutuhan pelanggan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 
b) Memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada pelanggan. 
c) Melakukan survey kepuasan pelanggan. 
3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan 
publik. 




b) Mengajukan draft perbaikan tata laksana pelayanan umum  pada 
UPT. 
c) Mengajukan draft keputusan Walikota tentang Tim Pembina dan 
Tim Pertimbangan perijinan UPT. 
4) Meningkatkan citra positif aparatur negara menjadi semakin positif. 
a) Menampung dan menanggapai semua keluhan pelanggan. 
b) Mengajukan draft peraturan Walikota tentang Pos Pengaduan 
Masyarakat (POSDUMAS). 
c) Mengembangkan budaya kerja. 
f.  Kewenangan Penandatanganan Ijin 
Berdasarkan Pereturan Walikota Surakarta No. 13 Tahun 2005 
tentang Pelimpahan Sebagaian Kewenangan Walikota kepada 
Koordinator Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta maka 
Koordinator UPT berhak menandatangani dokumen perijinan. Semua 
proses perijinandilaksanakan di UPT mulia dari penerimaan berkas, 











5. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Kota Surakarta 











a. Tugas dan Fungís Koordinator Unit Pelayanan Terpadu 
Kepala Seksi Perijinan Tertentu mempunyai tugas pokok 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan 
dan pelaksanaan di bidang Perijinan Tertentu. Adapun uraian tugasnya 
adalah sebagai berikut. 
1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Perijinan Tertentu sebagai 
penjabaran lebih lanjut dari program kerja Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu; 
2) Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan 
program perijinan tertentu; 
3) Menyiapkan perumusan bahan kebijakan teknis tentang program 
perijinan jasa usaha untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas; 
4) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Seksi 
Perijinan Tertentu agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 
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5) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 
6) Melaksanakan pengelolaan data/berkas permohonan perijinan 
bidang tertentu; 
7) Melakukan pemeriksaan dan memvalidasi data/berkas perijinan 
tertentu; 
8) Melaksanakan pemrosesan data/berkas permohonan sampai dengan 
pencetakan produk perijinan/non perijinan bidang tertentu; 
9) Memberikan pengawasan terhadap jalannya pelayanan perijinan 
tertentu. 
10) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan 
kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya; 
11) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu selaku atasan langsung melalui pengkajian yang 
analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; 
12) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; 
13) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Perijinan Jasa Usaha 
baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Kantor melalui 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha;  
14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 




b. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian penyelenggaran terpadu, pelayanan administrasi, dan 
pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta 
umum dan kepegawaian. Adapun uraian tugasnya adalah sebagai 
berikut. 
1) Menyusun rencana kegiatan di Sub Bagian Tata Usaha 
berdasarkan kebijakan umum Kepala Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu dan Renstra Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
sebagai pedoman kerja; 
2) Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait 
dengan program aparatur serta pengembangan sistem 
perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan; 
3) Menyiapkan perumusan bahan kebijakan teknis tentang program 
pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, 
pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas; 
4) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sub 




5) Mengarah disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada 
seksi yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat 
diselesaikan secara proposional dan profesional; 
6) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan 
Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) 
SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SKPD 
dan DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan dan tahunan 
serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi dari unit 
kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku; 
7) Mengkoordinasi dan menyelia penelitian kelengkapan SPP-LS, 
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan 
tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai 
ketentuan berlaku; 
8) Mengkoordinasi dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan 
kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor 
(ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta 
pengadaan bahan pustaka; 
9) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan 
pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan 
barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, 
pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan 




10) Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat 
dinas dan penerimaan tamu; 
11) Mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang 
berkaitan dengan kebijakan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu dan kegiatan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan 
masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian; 
12) Menyelia penyelesaian administrasi pegawai Kepala Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu meliputi Kenaikan Pangkat, 
Kenaikan Gaji Berkala, Bezeting, DUK, DP-3 dan administrasi 
kepegawaian lainnya; 
13) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu selaku atasan langsung melalui pengkajian 
yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan 
pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; 
14) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; 
15) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu baik secara 
lisan maupun tertulis; 
16) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung 





c. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan 
 Kepala Seksi Pelayanan Umum, Informasi dan Pengaduan 
mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan 
Umum, Informasi dan Pengaduan. Adapun uraian tugasnya adalah 
sebagai berikut. 
1) Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum, Informasi 
dan Pengaduan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program kerja 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu; 
2) Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan 
program pelayanan umum, informasi dan pengaduan; 
3) Menyiapkan perumusan bahan kebijakan teknis tentang program 
pelayanan umum, informasi dan pengaduan untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
4) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Seksi 
Pelayanan Umum, Informasi dan Pengaduan agar sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan; 
5) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; 
6) Memberikan pelayanan selain pelayanan perijinan yang menjadi 
tanggung jawabnya; 




8) Memberikan pelayanan informasi yang berkaitan dengan 
pelayanan perijinan/non perijinan; 
9) Mengelola pengaduan masyarakat yang berkenan dengan 
pelayanan perijinan/non perijinan; 
10) Memberikan pengawasan terhadap bidang layanan umum, 
pemberian informasi maupun pengelolaan pengaduan dari 
masyarakat; 
11) Memeriksa hasil kerja bawahan melalui pemantauan pelaksanaan 
kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya; 
12) Memberikan usul dan saran kepada Kepala Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu selaku atasan langsung melalui pengkajian yang 
analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan 
kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; 
13) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang 
berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; 
14) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Pelayanan Umum, 
Informasi dan Pengaduan baik secara lisan maupun tertulis kepada 
Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha; 
15) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan 







B. Hasil Penelitian  dan Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam 
menetapkan  Izin Gangguan terhadap Tempat Usaha di Kota 
Surakarta sesuai  Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Izin Gangguan   
a. Substansi 
Pemerintah memiliki fungsi utama secara umum yaitu fungsi 
pemberdayaan, fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan kepada 
masyarakat. Melalui pemberian  pelayanan kepada masyarakat yang 
dilaksanakan oleh pemerintah maka pemerintah akan dapat 




 Dalam menjalankan fungsinya, seseorang pemimpin atau dalam 
konteks ini Kepala Daerah tidak bergerak sendiri. Perlu adanya 
distribusi pelimpahan wewenang agar pemimpin tidak terjebak pada 
urusan teknis yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Pimpinan 
sebaiknya hanya terbatas kepada pekerjaan yang bersifat kebijakan 
strategis dan menghindari diri dari pekerjaan teknis sehingga yang 
sifatnya teknis hendaknya dilimpahkan kepada bawahan. Tidak pada 
tempatnya pimpinan mengerjakan hal-hal bersifat teknis rutin yang 
sebenarnya dapat dilimpahkan kepada bawahan. 
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Dengan adanya pelimpahan sebagian wewenang diharapkan 
pemimpin atau Kepala Daerah lebih dapat memfokuskan pikiran pada 
kebijakan yang bersifat makro agar lebih bisa mengoptimalkan 
daerahnya menuju perwujudan kesejahteraan masyarakat.  
Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada 
masyarakat atas efek gangguan yang ditimbulkan dari kegiatan usaha, 
maka pemerintah Kota Surakarta membuat Peraturan Daerah yang 
khusus mengatur mengenai retribusi ijin gangguan, melalui Perda No 
14 Tahun 1998.  
Di tinjau dari substansi Perda tersebut di dalamnya telah memuat 
antara lain: 
1. Bab I berisi mengenai ketentuan umum 
2. Bab II berisi nama, obyek dan subyek retribusi dan golongan 
retribusi 
3. Bab III berisi Masa Retribusi 
4. Bab IV Cara mengukur tingkat penggunaan jasa 
5. Bab V Prinsip  dan Sasaran dalam Menetapkan struktur  dan besarnya 
Tarif 
6. Bab VI Struktur dan besarnya tarif 
7. BAB VII Wilayah Pemungutan 
8. Bab VIII Tata Cara Pemungutan 
9. BAB IX Saat Retribusi Terutang 




11. Bab XI Tata Cara Pembayaran 
12. Bab XII Tata Cara Penagihan Retribusi 
13. BAB XIII Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan 
Retribusi 
14. Bab XIV Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan, 
Keberatan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi 
15. Bab XV Kadaluwarsa 
16. Bab XVI  Penyidikan 
17. Bab XVII Ketentuan Pidana 
18. Bab XVIII Ketentuan Penutup 
Berdasarkan data tersebut diatas, maka menurut analisis penulis, 
substansi Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan 
telah dapat di katakan baik karena bertujuan ingin melindungi 
masyarakat Kota Surakarta dari efek gangguan yang di timbulkan 
setelah adanya usaha yang didirikan di wilayah kota surakarta. Selain 
itu peraturan yang ada  tidak ada unsur diskriminatif. Hal tersebut telah 
secara jelas di katakan khususnya dalam  Pasal 2 (1) Dengan nama 
Retribusi lzin Gangguan dipungut Retribusi atas izin yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan atau memperluas tempat usaha 
yang dapat mcnimbutkan kerugian, bahaya atau gangguan. (2) Obyek 
Retribusi adalah tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian 
dan gangguan. 
Kebijakan yang di tuangkan di dalam perda tersebut berlaku 




Perda. Mengikatnya aturan tersebut di tandai dengan adanya sanksi 
yang terdapat dalam Pasal 12 “Dalam hal wajib retribusi tidak 
membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap 
bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang 
bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD” dan Pasal 25 
mengenai ketentuan Pidana “Barangsiapa melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 3 ( tiga ) bulan atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).  (2) Tindak pidana 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.  
Selain itu dari sisi hierarki Perda 14 Tahun 1998, telah jelas di 
katakan bahwa Perda ini tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya. 
Peraturan-peraturan tersebut antara lain: 
1.      Undang-Undang Gangguan ( Hinder Ordonantie ) Stbl Tahun 
1926 setelah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan 
Ordonantie Stbl Tahun 1940 Nomor 450;  
2.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( 
Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950 );  
3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 
38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );  
4.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Retribusi 




Lembaran Negara Nomor 3685 );  
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3037 );  
6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1993 
tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;  
7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah;  
8.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;  
9.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 
tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;  
10.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;  
11.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta 
Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pemberian lzin Tempat  
 
Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka dapat di ketahui 
bahwa untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang 
baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, 
asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun 
pemberlakuan. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus ada 
ikatan asas-asas hukum, maka hukumpun merupakan satu sistem. 




satu susunan kesatuan disebabkan karena bersumber pada satu induk 
sebagaimana disebutkan dalam teori Stufenbau dari Hans Kelsen
61
.  
Fuller mengajukan suatu pendapat untuk mengukur adanya suatu 
sistem hukum diletakan pada delapan asas yang dinamakan principles 
of legality yaitu:  
1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. 
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan. 
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut. 
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa 
dimengerti. 
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 
bertentangan satu sama lain. 
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi 
apa yang dapat dilakukan. 
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan. 




Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk membentuk 
peraturan perundang-undangan diwajibkan memenuhi jenis, fungsi dan 
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hierarki peraturan perundangan-undangan dimana pembentukan 
peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
diatasnya maupun setara. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan: 
 1. Pasal 7 ayat (1)  
 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  
1945; 
b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintahan Pengganti 
Undang-Undang ; 
c. Peraturan Pemerintah; 
d. Peraturan Presiden; 
e. Peraturan Daerah. 
2.   Pasal 7 ayat (4)  
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih lebih tinggi. 
3. Pasal 7 ayat (5)   
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai 




Dalam rangka memberikan pelayanan perijinan secara optimal 
kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Unit 
Pelayanan Terpadu. Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu 
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
dan berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.   
Dari hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara substansi Perda No. 14 tahun 1998 tentang retribusi 
ijin gangguan telah dapat di katakan baik, karena di dalam Perda 
tersebut telah memuat tujuan dan sanksi yang mengikat bagi setiap 
obyek dan subyek yang di kenakan, selain itu juga Perda No. 14 
Tahun 1998 tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya.  
 
b. Budaya Masyarakat 
Pada dasarnya efektifitas implementasi sebuah Peraturan 
khususnya Perda No. 14 Tahun 1998 tentang retribusi ijin gangguan di 
pengaruhi oleh banyak faktor. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak 
Toto Amanto selaku Kepala UPT Kota Surakarta mengatakan bahwa: 
 “ Dalam hal ijin gangguan, kita sudah melaksanakan sosialisasi 
untuk tahun 2009 itu sudah kita selesaikan secara bertahap, terlebih 
saat ini kota Solo memang sedang marak dalam hal pembangunan 
dunia usaha, sehingga dengan adanya sosialisasi ini di harapkan 
nantinya tidak ada benturan kepentingan  antara pengusaha, 





Lebih lanjut dikatakan oleh di katakan oleh Bapak Toto Amanto 
mengenai sosialisasi tersebut,   
“masyarakat bisnis kota Surakarta yang tergabung dalam pengusaha 
besar kecil dan menengah sangat antusias, terlebih setelah kita 
adakan pemangkasan birokrasi, sehingga hal ini juga memberikan 
kemudahan bagi pengusaha tersebut” 
 
Pendapat tersebut diatas juga di dukung oleh hasil wawancara yang 
penulis lakukan dengan  ibu Ermawati selaku pegawai di UPT Kota 
Surakarta  yang mengatakan bahwa: 
“jumlah pemohon dapat diindikasikan oleh kebijakan dari pemerintah 
seperti semakin adanya kemudahan dalam birokrasi dan pemberian 
pelayanan prima dalam hal perijinan, hal ini yang mendukung 
pemerintah Kota untuk menggiring masyarakat untuk membangun 
perekonomian kota surakarta tanpa meninggalkan aspek-aspek 
kesehatan lingkungan ”  
 
Dari hasil penelitian di masyarakat, penulis mendapatkan temuan 
dari hasil wawancara dengan Rina  selaku pengusaha rumah makan  di 
Kecamatan Serengan, mengatakan bahwa 
“awalnya saya memang tidak mengetahui tentang adanya perijinan, 
namun setelah saya di tegur pak RT, maka saya segera mengurus ijin 
tersebut di Balaikota, saya mengurusnya tidak lama, hanya 
membutuhkan tandatangan dan fotokopi KTP tetangga kanan kiri, 
kurang lebih satu minggu ijin tersebut sudah keluar” 
 
Demikian halnya dengan Liemkung selaku pengusaha tahu yang 
berada di Kecamatan Banjarsari, menjelaskan bahwa 
“sebagai warga negara yang baik, apapun yang menjadi aturan 
pemerintah kita wajib melaksanakannya meskipun berat, karna saya 
pribadi tau bahwa peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya 
memiliki tujuan yang baik. Dan lagi seandainya saya yang menjadi 
masyarakat korban, tentu saya juga akan mengeluh apabila 




menjalankan usahanya. Menurut saya perijinan seperti ini adalah hal 
yang lumrah dan biasa  dilakukan di kalangan penguasaha, jadi 
sudah lah, tidak usah terlalu di besar-besarkan. Untuk masalah biaya 
yang saya bayarkan juga standar, udah ada daftarnya kok” 
 
Wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu Maria 
selaku pengusaha warung makan di Kecamatan Banjarsari 
mengatakan, 
“Saya pernah denger aturan itu, tapi kalau perdanya saya tidak 
tau, rasanya males ya mbak, mosok orang baru mau jualan 
harus mbayar ini-itu segala, pemerintah itu memang kakean 
birokrasi. Kalo usaha aja belum kok sudah di suruh ini dan itu, 
yo pengusahanya jadi aras-arasen. Ini saya buka rumah makan 
hampir dua tahun tapi juga baik-baik saja tidak usah pakai ijin-
ijin segala” . 
 
Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Rubi selaku penguasaha 
ayam potong, mengatakan  bahwa  
“Itu Perda apa to mbak, kok saya baru denger,  selama ini saya 
lancar-lancar saja, tidak pernah ada komplain dari pak RT 
maupun tetangga sekitar, lha yang pada di komplain itu kan 
kalo mereka tidak tahu namanya pager mangkok, kalau kita 
mau peduli dengan tetangga kanan kiri, pasti tidak akan 
dipermasalahkan, nggak usah ijin segala, kok kayaknya ribet 
banget” 
 
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan khususnya dalam hal 
ijin gangguan, ternyata hasil temuan dilapangan menyatakan dari aspek 
budaya masyarakat masih belum baik. Hal ini terlihat dari adanya hasil 
wawancara yang telah penulis lakukan. Hasil wawancara tersebut 
mencerminkan bahwa ada budaya malas dan tidak disiplin. Malas dan 
tidak disiplin tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, 




Hal tersebut diatas, sesuai dengan M. H. Djoyodiguno hukum adalah 
proses sosial, oleh sebab itu hukum harus punya dinamika dan 
kontinuitas
63
. Jadi implementasi hukum tersebut tidak dapat langsung di 
paksakan dalam sebuah komunitas masyarakat.  
Melalui penormaan tingkah laku, hukum memasuki semua segi 
kehidupan manusia, hukum memberikan suatu kerangka bagi hubungan-
hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat satu terhadap yang 
lain. Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu 
dilakukan dan bagaimana akibatnya. Hukum  memberikan pedoman 
tingkah laku yang dilarang serta diijinkan.  
Penormaan ini dilakukan dengan membuat kerangka umum suatu 
perbuatan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 
Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial 
itu sendiri yaitu melalui anggota masyarakat. Hukum banyak digunakan  
sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan pemerintah. Hukum dan 
kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk  memahami peranan 
hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin luas memasuki bidang  
kehidupan manusia yang semakin kompleks dengan persoalan-persoalan 
ekonomi, sosial dan politik. Disamping itu juga untuk  membantu 
pemerintah dalam segala usaha menentukan alternatif kebijaksanaan yang 
baik dan bermanfaat bagi masyarakat agar rencana pembangunan 
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mendapat kekuatan dalam pelaksanaannya,  maka ia perlu mendapatkan 
status formal atau dasar hukumnya. 
Dalam pelaksaannyaPerda No. 14 Tahun 1998 tentang retribusi ijin 
gangguan, oleh sebagian masyarakat belum dilaksanakan sehingga perda 
tersebut masih belum dapat dikatakan efektif. Hukum itu tidak efektif 
karena belum mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun 
merubah perilaku manusia (sehingga menjadi perilaku hukum). 
 
c. Struktur 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi 
merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat 
melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri.  
Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu 
menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  
Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang dapat memberikan 
pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam hal 
pemungutan pajak dan retribusi. Dengan telah ditetapkannya 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 




Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu disesuaikan dengan 
Undang-Undang dimaksud.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 
tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan 
dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Izin Gangguan 
ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 
Tahun 1998 tentang Retribusi Izin gangguan menjelaskan, 
khususnya pada Pasal 2 ayat (2)  Obyek Retribusi adalah tempat 
usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan. Di 
jelaskan pula pada Pasal 2 ayat (3)  Tempat Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi tempat usaha sebagai berikut :  
1) Perusahaan yang dijalankan dengan mesin;  
2) Perusahaan angkutan / persewaan kendaraan;  
3) Perusahaan dan tempat penjualan bahan makanan dalam 
bangunan tetap; 
4) Perbengkelan;  
5) Pergudangan;  
6) Tempat-tempat pengumpulan/ penimbunan/ pengolahan/ pembuatan/ 
penjualan material, bahan bangunan;  
7) Tempat pemotongan, pengulitan, pengeringan, pengasapan dan 
penggaraman zat-zat Hewani / ikan dan juga penyamakan kulit;  




9) Pabrik-pabrik;  
10) Tempat Penggergajian kayu, pertukangan kayu dan penjualan kayu;  
11) Tempat-tempat penjualan alat-alat kendaraan bermotor, termasuk 
suku cadang;  
12) Tempat-tempat penjualan/ penyimpanan minyak tanah, premium, 
solar, oli dan sebagainya;  
13) Rumah makan, kedai makan;  
14) Tempat-tempat penjualan jasa dan permainan, salon kecantikan 
penginapan, kontraktor, panti pijat dan bola sodok;  
15) Tempat-tempat penjualan minuman beralkohol, apotik, penjualan 
obat/ jamu;  
16) Tempat-tempat penjualan bahan / barang elektronik dan tempat 
usaha permainan elektronik;  
17) Tempat-tempat usaha hiburan, diskotik, kafe, fitness centre, dan lain-
lain;  
18) Tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian gangguan 
atau kebakaran.  
Syarat permohonan baru HO yang harus di penuhi oleh 
pemohon adalah sebagai berikut: 
1) Fotocopy akte pendirian perusahaan  yang berbadan hukum (PT, 
CV, FA/UD) 
2) Fotocopy KTP yang masih berlaku 




4) Fotocopy IMB, IPB dan Rekomendasi Lokasi 
5) Rekomendasi surat perjanjian sewa / kontrak (jika menyewa) 
6) Fotocopy NPWP 
7) Fotocopy bukti lunas PBB terakhir 
8) Gambar situasi tempat usaha 
9) Surat pernyataan sewa / kontrak  
10) Dokumen AMDAL, UKL, UPL, Surat Pengendalian dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperpanjang ijin 
HO antara lain: 
1) Fotocopy ijin gangguan Tempat Usaha (HO) lama 
2) Fotocopy KTP yang masih berlaku 
3) Fotokopi sertifikat 
4) Fotokopi surat perjanjian sewa / kontrak (jika menyewa) 
5) Fotokopi bukti lunas PBB terakhir 
Masa Berlaku ijin HO yang diberikan adalah : 
a. Apabila sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang 
Kota, ijin berlaku selama 5 tahun 
b. Perusahaan dengan fasilitas PMDN/PMA yang tempat usahanya 
sesuai dengan Rancangan Undang-Undang Tata Ruang Kota, maka 
ijin berlaku selamanya 
c. Untuk tempat usaha seperti diskotik, cafe, karaoke, pub, bar, panti 




nilai dapat menimbulkan bahaya, keruguan dan gangguan tinggi, ijin 
berlaku hanya selama 3 tahun. 
d. Setiap tahun berkewajiban  melakukan daftar ulang 
Tarif Retribusi  ijin gangguan berbeda-beda, hal ini 
tergantung dari jenis dan lingkup usaha. Dasar penentuan Tarif 
retribusi Ijin seperti  yang terdapat dalam Perda No. 14 Tahun 1998 
tentang Retribusi Ijin Gangguan  
a.  Menurut luas ruangan tempat usaha 
 1 m2-200m2  dikenakan Rp.400,-/m2 
 201m2-500m2  dikenakan Rp. 750,-/m2 
 501m2 keatas  dikenakan Rp. 1.100,-/m2 
b.  Menurut penggunaan mesin 
 1 pk-1- pk  dikenakan Rp. 1.000,-/pk 
 11 pk-100 pk  dikenakan Rp. 1.500,-/pk 
 101 pk keatas  dikenakan Rp. 2.000,-/pk 
c.  Menurut penggolongan usaha 
 Usaha kecil  dikenakan Rp. 25.000,,- 
 Usaha sedang  dikenakan Rp.100.000,- 
 Usaha besar  dikenakan Rp.200.000,- 
d.  Menurut klasifikasi jalan (lokasi) 
 Ditepi jalan kelas I dikenakan 40% dari (a+b+c) 
 Ditepi jalan kelas II dikenakan 30% dari (a+b+c) 




 Ditepi jalan kelas IV dikenakan  10% dari (a+b+c) 
e.  Biaya pemeriksaan dan penelitian 
 Usaha kecil  dikenakan 5% dari (a+b+c) 
 Usaha sedang  dikenakan 10% dari (a+b+c) 
 Usaha besar  dikenakan 20% dari (a+b+c) 
f.  Menurut klasifikasi gedung 
 1 lantai   dikenakan 20% dari (a+b+c) 
 2 lantai   dikenakan 30% dari (a+b+c) 
 3 s/d 5 lantai  dikenakan 40% dari (a+b+c) 
 6 lantai keatas  dikenakan 50% dari (a+b+c) 
 Lantai dasar  dikenakan 10% dari (a+b+c) 
g.  Yang menggunakan sistem shif  dikenakan 50% dari (a+b+c) 
h.  Balik nama  dikenakan tarif 50% dari (a+b+c) 
i.  Pendaftaran ulang 
 Usaha kecil  dikenakan Rp. 25.000,,-/tahun 
 Usaha sedang  dikenakan Rp.65.000,-/tahun 










Bagan Alur proses pelayanan ijin HO adalah sebagai berikut : 
Gambar 4 













Dari hasil wawancara  yang telah penulis lakukan dengan Ibu 
Ermawati selaku  staf pelayanan perijinan terpadu  mengatakan 
bahwa: 
”Syarat yang harus dipenuhi pada saat pengajuan ijin  gangguan antara 
lain Fotokopi akte pendirian perusahaan, KTP, rekomendasi lokasi 
yang diterbitkan oleh Dinas Tata Kota, fotocopy NPWPD serta surat  
persetujuan tidak keberatan dari tetangga terdekat yang di ketahui 












Rapat tim pertimbangan 















Lebih lanjut di jelaskan oleh Ibu Ermawati mengenai tata cara 
permohonan ijin gangguan: 
”Setiap permohonan ijin gangguan yang telah memenuhi ketentuan 
atau persyaratan, dapat dilakukan pemeriksaan atau peninjauan ke 
lapangan atau ke lokasi tempat usaha oleh tim pemeriksa yang 
dibentuk  dengan keputusan walikota. Apabila dari hasil pemeriksaan 
tim telah memenuhi syarat kantor lingkungan hidup dapa 
diperhitungkan besarnya ijin gangguan. Setelah diadakan 
perhitungan kemudian di terbitkan surat ketetapan Retribusi daerah 
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus di bayarkan 
oleh pemohon, selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD di 
teapkan. Apabila pemohon  terlambat membayar pada jangka waktu 
yang telah ditetapkan akan diterbitkan surat tagihan retribusi daerah 
7 hari setelah jangka waktu pembayaran yang telah di berikan” 
 
Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang penulis 
lakukan dengan Bapak Rusetyo selaku pemilik Fajar Baru Craft yang 
mengatakan bahwa: 
”Saya memulai usaha ini baru saja mbak, maka saya juga 
mengajukan ijin HO baru. Syarat yang harus saya penuhi untuk 
pengajuan ijin tersebut kalau tidak salah KTP, NPWP, surat dari RT, 
RW, Kalurahan dan Kecamatan. Yang lain saya lupa, soalnya yang 
mengurus anak saya” 
 
Pendapat tersebut diatas juga di dukung oleh hasil wawancara 
dengan Bapak Wongso Pandoyo selaku pemilik CV. Merak Ati 
mengatakan bahwa  
”Usaha yang saya jalani bergerak di bidang jasa perhotelan dan 
wartel. Hal ini saya sudah menyadari memang wajib mengajukan ijin 
gangguan ke Pemda. Syarat yang harus saya bawa antara lain KTP, 
Fotocopi akta pendirian CV, SIUP, NPWP, surat pengantar dari RT, 
RW, Kalurahan dan Kecamaan. Selain itu saya juga meminta tanda 
tangan dari warga di lingkungan hotel. Alhamdulillah, tidak ada 




karena selain bisa menjadi lapangan kerja baru bagi mereka,  wilayah 
Laweyan juga akan semakin terkenal” 
 
Paparan diatas juga didukung dari hasil wawancara penulis 
dengan Bapak Toto Amanto selaku Kepala UPT Kota Surakarta 
mengatakan bahwa: 
“Ijin gangguan merupakan salah satu dari sekian ijin usaha yang paling 
sering dilakukan karena hampir setiap berkas pengajuan ijin lainnya 
selalu meminta surat ijin gangguan sebagai salah satu syarat 
mutlaknya. Ijin gangguan ini lebih dikenal dengan HO, singkatan 
dari Hinder Ordonantie. Ijin ini menjadi suatu keharusan dikarenakan 
hampir semua usaha betapapun kecilnya akan menimbulkan dampak 
terhadap lingkungan sekitar. Prosedur mengurus ijin gangguan ini 
pengurusannya relatif panjang. Mengapa? Karena kesepakatannya 
tidak hanya berasal dari anda dan pihak pemerintah daerah saja, 
tetapi anda juga harus mendapatkan ijin dari tetangga sekitarnya. 
Secara ringkas, tahap pengurusannya izin gangguan seperti ini. 
Pertama, anda membuat permohonan tertulis dengan mengisi 
formulir yang disediakan oleh dinas perijinan. Formulir kembalikan 
dengan melengkapi syarat-syarat kelengkapannya yang telah 
ditentukan seperti fotokopi KTP, fotokopi IMBB (Ijin Mendirikan 
Bangun Bangunan), denah tempat usaha dan lain sebagainya. 
Kemudian akan ada pemeriksaan petugas untuk memastikan keadaan 
usaha anda apakah sesuai dengan laporan yang anda berikan. 
Langkah selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Anda tahu apa 
yang dimaksud masalah disini? Yang dimaksud masalah disini 
adalah apabila ternyata tetangga anda tidak memberikan ijin. Tapi 
jangan khawatir, pemerintah akan mengklarifikasi kepada tetangga 
anda mengapa sampai mereka tidak memberikan ijin kepada anda. 
Jika ternyata alasan mereka tidak kuat, anda akan tetap mendapatkan 
ijin gangguan tersebut. Setelah masalah pemberian izin gangguan 
tersebut selesai, anda akan dikenakan penetapan retribusi. Besarnya 
tergantung dari luas bangunan usaha anda dan faktor-faktor lainnya. 
Total besarnya biaya, anda bisa tanyakan ke dinas perijinan 
setempat, karena tarif dasar retribusi tiap daerah berbeda-beda. Perlu 
anda ketahui, biasanya ada peraturan daerah khusus yang mengatur 
pembatasan untuk usaha-usaha seperti panti pijat, mandi uap, shiatsu 





Hal senada juga di katakan oleh Rudi pemilik Rista Catering  
dikatakan  bahwa: 
”Untuk mengurus dokumen surat ijin usaha harus sesuai urutannya 
karena memang begitu aturan mainnya dan prosesnya gampang 
pokoknya yang mengurus punya KTP semua beres, urutan 
mengurusnya adalah Memilki KTP, Bikin surat domisili usaha ke 
RT-RW terus Kelurahan, AKTE perusahaan di Notaris, NPWP di 
Kantor pajak, SIUP ( surat ijin usaha perusahaan ) di Dinas 
Parawisata, TDP (tanda daftar perusahaan) di Dinas Perindustrian 
untuk melengkapi dokumen surat ijin usaha katering bisa dilakukan 
sambil jalan yang penting RT-RW dulu kalau sudah lengkap dan 
usahanya berjalan baik. Dengan mempunyai kelengkapan dokumen 
ijin usaha katering berarti sudah bisa mencari order di istansi 
Pemerintah atau Perusahaan Modal Asing (PMA) atau paling tidak 
persiapan untuk 5-10 yang akan datang bila nantinya sudah 
diberlakukan peraturan tidak perlu mengurus lagi, dan yang perlu di 
ingat sekarang Negara kita sudah masuk di masa era pasar bebas jadi 
siapa saja dan dari negeri mana saja bisa bersaing bebas mencari 
pekerjaan jasa boga di Indonesia”   
 
Kota Surakarta memang di rasa  perlu melakukan upaya untuk 
mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap 
warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini 
penting karena beberapa alasan. Pertama, keberadaan Pemerintah 
Kota Surakarta  terutama adalah untuk memberikan perlindungan 
kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. 
Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang 
merugikan bagi kesehatan, keselamatan atau kesejahteraan umum 
maka masyarakat berharap agar pejabat pemerintah yang telah 





Apabila para pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, maka 
masyarakat akan menggunakan hak pilih demokratis mereka untuk 
mengganti para pejabat tersebut dengan pejabat baru yang akan 
melindungi kepentingan mereka dengan lebih baik. Pemberian 
kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menangani gangguan  
dan pembinaan dalam menggunakan kekuasaan tersebut. Hal ini  
merupakan salah satu unsur dalam menciptakan demokrasi yang 
stabil dan responsif. 
Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap 
gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan 
prediktabilitas bagi perusahaan. Sebagaian besar perusahaan 
menyadari bahwa kegiatan operasi mereka menimbulkan dampak 
hingga keluar batas tempat kegiatan mereka  biasanya hal itu terjadi 
akibat meningkatnya arus lalu lintas pasokan, karyawan, dan produk, 
tetapi seringkali hal itu muncul dalam bentuk kebisingan, cahaya 
yang menyilaukan, getaran, potensi risiko terhadap keselamatan 
masyarakat atau meningkatnya permintaan akan utilitas dan layanan 
yang pasokannya tidak mencukupi. Walaupun banyak perusahaan 
berharap bahwa dampak tersebut dapat diabaikan, sebagian besar 
memahami bahwa Pemerintah Kota Surakarta berkewajiban untuk 
menanganinya.   
Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, pelaku usaha 




kepada suatu peraturan yang di buat Pemerintah Kota Surakarta, 
khususnya  jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan 
sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan 
seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk 
mengkaji dampak yang timbul, berapa besar biaya yang akan 
dibebankan dan berapa lama hal ini akan berlangsung. Dari hasil 
penelitian yang telah penulis lakukan perusahaan semakin menerima 
bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka, 
dalam arti setelah pelaku usaha memahami dampak yang di 
timbulkan dari jenis usaha yang di jalankan, mereka secara sadar 
mengajukan ijin gangguan kepada Pemerintah Kota Surakarta 
melalui UPT.   
Adanya Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi 
Izin Gangguan yang merupakan wujud dari Kebijakan publik pada 
akhirnya harus dapat memenuhi kebutuhan dan mengakomodasi 
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian akhir dari sebuah 
kebijakan publik adalah pada masyarakat. Hanya saja seringkali 
antara dua konsep tersebut  (out put dengan out come) tidaklah 
selamanya seiring sejalan. Terkadang sebuah proses kebijakan publik 
yang ada telah mencapai hasil out put yang ditetapkan dengan baik, 
namun tidak memperoleh respon atau dampak (out come) yang baik 
dari masyarakat atau kelompok sasarannya. Atau sebaliknya, sebuah 




hasil yang telah ditetapkan, namun dampaknya cukup memuaskan 
bagi masyarakat secara umum. 
Dalam pelaksanaannya, Perda No. 14 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Izin Gangguan  dilihat sebagai karya manusia maka 
pembicaraannya juga sudah harus dimulai sejak dari pembuatan 
perda itu sendiri. Di dalam hubungan dengan masyarakat, pembuatan 
hukum merupakan pencerminan dari model masyarakatnya 
Munculnya Perda No. 14 Tahun 1998 berawal dari Masyarakat 
dengan model konflik. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai 
suatu perhubungan di mana sebagian warganya mengalami tekanan-
tekanan oleh sementara warga lainnya. Perubahan dan konflik-
konflik merupakan kejadian yang umum. Nilai-nilai yang berlaku di 
dalam masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, 
sehingga ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya. 
Dari implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1998 tentang 
Retribusi Izin Gangguan, maka dapat bahwa disimpulkan dari aspek 
struktur telah dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari adanya 
kejelasan alur perijinan, prosedur dan syarat yang harus di penuhi 
oleh pemohon ijin. Selain itu juga banyak masyarakat yang 
menyadari akan arti pentingnya ijin gangguan, sehingga mereka 







2. Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Peraturan Daerah 
Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan  tempat 
usaha di Kota Surakarta   
Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan 
umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan 
publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik dan memberikan 
kepuasan kepada publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material 
melalui sistem, prosedur dan metode tertenru dalam usaha memenuhi 
kepentingan orang lain sesuai dengan haknya 
Pada kenyataannya, wajah birokrasi publik sebagai pelayan rakyat 
masih jauh dari yang diharapkan. Di dalam praktek penyelenggaraan 
pelayanan, rakyat menempati posisi yang kurang menguntungkan. 
Beragam keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan 
publik menunjukkan rnendesaknya suatu pembaruan makna baik dari sisi 
substansi hubungan negara - masyarakat dan pemerintah - rakyat maupun 
perbaikan-perbaikan di dalam internal birokrasi publik itu sendiri. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Ermawati selaku pegawai 
di UPT Pemerintah Kota Surakarta mengatakan bahwa: 
“Permasalahan yang di hadapi dalarn penyelenggaraan kebijakan 
Administrasi Kependudukan antara lain belum adanya ruang 
penyimpanan arsip. masih adanya kerancuan didalam memahami 
sistem Pelayanan Satu Atap dengan Pelayanan Satu Pintu. resistensi 
terhadap perubahan (OSS). Kelembagaan yang belum struktural. 




Adanya biro jasa / calo. Sosialisasi yang kurang sehingga banyak 
masyarakat yang belum mengetahui tentang masalah ijin gangguan” 
 
Hal senada juga di katakan oleh Bapak Toto Amanto selaku Kepala 
UPT PemKot Surakarta: 
“Faktor-faktor penghambat implementasi Perda No. 14 Tahun 1998 
penyelenggaraan sistem pemerintahan cenderung mendahulukan 
kepentingan tertentu sebelum akhirnya ketidakseimbangan tersebut 
diperbaiki. Pada masa awal penerapan desentralisasi dan 
pemerintahan daerah sehubungan dengan Ijin H.O. di Indonesia, 
terlihat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota 
terkadang cenderung menerapkan peraturan gangguan secara 
berlebihan sebagai upaya baik untuk mengurangi laju perubahan 
ekonomi atau menghasilkan pendapatan daerah, atau keduanya” 
 
Dari hasil wawancara yang penelti lakukan dengan Bapak Heruyono 
pemilik Mona busana mengatakan bahwa: 
Menurut saya Pemerintah Kota Surakarta menerapkan persyaratan 
Ijin Lingkungan  sebagai suatu alat untuk menghasilkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang tinggi yang tampaknya 
tidak berkaitan dengan dampak atau pemantauan usaha yang 
spesifik; Pemerintah Kota  yang menerapkan persyaratan Ijin 
lingkungan  sebagai cara untuk menegaskan atau menegakkan 
kepatuhan terhadap persyaratan bisnis, industri atau perijinan lokasi 
lainnya” 
Hal senada juga dikatakan oleh Aries selaku  pengelola Batik Merak 
Manis yang mengatakan bahwa: 
“Pemerintah Kota  Surakarta  daam  menerapkan persyaratan Ijin 
lingkungan menurut saya merupakan cara untuk meninjau kembali 
isu-isu yang dilontarkan dalam suatu kajian AMDAL atau UKL/UPL 




AMDAL atau UKL/UPL. Selain itu pemerintah kota juga  ingin 
mendapatkan kompensasi  bagi lingkungan atau masyarakat yang 
tidak terkait dengan dampak yang diperkirakan oleh perusahaan 
misalnya, meminta komitmen untuk membangun sebuah mesjid atau 
fasilitas pendidikan” 
 
Menurut Ibu Nunuk selaku pemilik batik Morodadi  mengatakan 
bahwa: 
Pemerintah Kota Surakarta memang sudah seharusnya yang 
mewajibkan pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh 
persetujuan tertulis dari semua anggota masyarakat di lingkungan 
terdekat sebagai pengganti dari evaluasi pemerintah daerah terhadap 
potensi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan namun 
kenyataannya, meskipun masyarakat tidak menyetujui pendirian 
usaha atau tidak menyetujui izin usaha tetap bisa keluar” 
 
Hal senada juga di katakan oleh Bapak Yupi selaku pemilik Hotel 
Astina yang mengatakan bahwa: 
Banyak pelaku usaha yang menggunakan jasa perantara untuk 
memperoleh persetujuan atau ijin usaha, mereka biasanya oknum 
Pemerintah Kota. Seharusnya memang Pemerintah Kota dan pelaku 
usaha tunduk kepada pendapat lingkungan atau penduduk 
sehubungan dengan hal-hal yang merupakan suatu “gangguan” yang 
harus ditangani, namun dengan ketatnya birokrasi hal ini justru 
sebaliknya dapat menghambat pendirian perusahaan dan investasi 
bisnis di Kota Surakarta” 
 
Ijin Gangguan, tujuan utamanya untuk pengendalian dampak 




formalitas kegiatan usaha dan sebagai sumber bagi Pemerintah Daerah 
untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah. Hal ini memang salah satu 
cara utama bagaimana Pemerintah Daerah  telah membelokkan maksud 
awal dari sistem Ijin Gangguan. Kendala lain yang di hadapi dalam 
implementasi dalam perda tersebut adalah kurangnya kejelasan tentang 
obyek (jenis usaha) yang berpotensi menciptakan gangguan menyebabkan 
peraturan daerah memberlakukan Ijin Gangguan untuk semua jenis usaha.  
 Banyak penduduk yang menentang perubahan atas lingkungan 
sekitarnya, atau peningkatan persaingan di lingkungan kerja mereka, atau 
jenis-jenis perubahan lainnya yang seharusnya tidak didefinisikan sebagai 
“gangguan” berdasarkan Perda No 14 Tahun 1998 karena dampaknya 
subyektif dan tidak dapat diukur. Penting bagi Pemda untuk memfokuskan 
administrasi ijin gangguan agar sedapat mungkin didasarkan pada 
dampak-dampak yang dapat diukur dan standar-standar yang obyektif, 
sehingga baik masyarakat maupun perusahaaan mengetahui ruang lingkup 
pemeriksaan ijin gangguan dan gangguan dapat diminimalkan atau 
dihindari. 
Permasalahan oknum Pemerintah Daerah yang ternyata 
memanfaatkan proses pengurusan ijin gangguan  untuk memperoleh 
“kompensasi” atas dampak subyektif (misalnya, dengan mengharuskan 
pembangunan mesjid atau sarana pendidikan sebagai harga yang harus 
dibayar untuk ijin investasi usaha). Kesalahpahaman ini  bahwa ijin 




untuk mengimbangi keluhan masyarakat terkait dengan usulan kegiatan 
usaha yang diajukan.   
Dari beberapa hasil penelitian tersebut diatas, dapat diketahui 
bahwa kendala-kendala dari implementasi kebijakan dapat di katakan 
sebagai sebagai implementation gap yaitu suatu keadaan dalam proses 
kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan terjadinya perbedaan antara 
apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan kondisi nyata sebagai 
prestasi pelaksanaan kebijakan, seperti halnya masih adanya pungutan liar 
yang dlakukan oleh aknum sehingga besarnya tarif retribusi izin gangguan 
yang harus di bayarkan oleh pengusaha tidak sesuai dengan Perda.  
 
3. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta 
agar pemberian ijin gangguan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 
14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan   
Pada dasarnya efektifitas implementasi sebuah undang-undang di 
pengaruhi oleh banyak faktor. Dukungan dari Pemerintah Kota sendiri 
dalam menerapkan aturan tersebut. 
Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor 
yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi 
birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik 
dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam 
upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (customer 




persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dimana titik tolak strategi 
,bersama selalu diarahkan kepada asumsi, bahwa kondisi pasar sudah 
bergeser dari “sellers market" ke “buyers market” maka sebagai kata 
kuncinya adalah memenangkan persaingan pasar melalui orientasi strategi 
pada manajemen pelayanan prima (excellent service management). 
Pelayanan prima yang dituangkan dalam visi dan misi nasional 
Indonesia menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima 
aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat 
diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi 
pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan 
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Toto 
Amanto selaku Kepala UPT di Kota Surakarta, menjelaskan bahwa 
“Menurut saya pengetatan pengurusan izin gangguan (HO) bagi 
tempat usaha yang akan berdiri di Kota Surakarta. saat ini masih 
menggodok tiga syarat tentang izin HO, yakni harus lolos dampak 
lingkungan, sosial dan ekonomi. Tanpa tiga syarat mutlak ini, izin 
HO tidak akan dikeluarkan. Dulu tiga syarat tersebut tidak 
diberlakukan di Surakarta melainkan bagi pengusaha yang hendak 
mendapatkan izin HO tinggal mengajukan ke dinas terkait. 
Persyaratan ini tidak bisa ditawar. Untuk mendapatkan persyaratan 
tersebut, pemkot bakal membentuk panitia yang khusus menangani 
perizinan HO. Namun, memang tidak semua pihak yang mengajukan 
izin ini akan dibuatkan panitia. Kecuali izin HO untuk sebuah tempat 
usaha berskala besar, misalnya, pembangunan pusat perbelanjaan,  
 
Lebih lanjut di katakan oleh Bapak Toto Amanto selaku Kepala UPT 




“Tiga syarat ini meliputi beberapa hal, misalnya dampak lingkungan. 
Jika sebuah usaha yang dikaji akan  menimbulkan dampak 
lingkungan, contoh pencemaran, pemkot melalui Badan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (BPLH) tidak akan mengeluarkan izin HO itu. 
Begitu juga dampak sosial, jika sebuah usaha yang hendak didirikan 
membuat masyarakat resah maka izin juga tidak akan diterbitkan, 
misalnya, berdirinya sebuah diskotik di dekat pemukiman. 
Sedangkan untuk dampak ekonomi, misalnya, izin berdirinya 
"minimarket" yang ada permukiman. Jika, "minimarket" itu dinilai 
bakal mematikan perekonomian yang ada di sekitar lingkungannya 
maka izin HO tidak akan dikeluarkan. Jika izin diterbitkan maka 
sama saja izin itu akan mematikan penghasilan bagi para pedagang di 
sekitarnya” 
 
Dari hasil wawancara tersebut ditas, dapat di asumsikan bahwa setiap 
pelaksanaan kegiatan membutuhkan sebuah pengawasan supaya dapat 
dievaluasi hasilnya sebagai barometer tingkat keberhasilan program kegiatan 
dan sebagai dasar pertanggungjawaban kegiatan, demikian halnya dengan 
implementasi Peraturan Daerah No 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin 
Gangguan yang sudah berlaku sejak tahun 1998. Dalam hal ini untuk 
mengatasi kendala dan mengevaluasi efektifitas Perda tersebut maka  
Pemerintah Kota Surakarta sudah seharusnya melakukan kegiatan kontral dan 
evaluasi. 
a. Parameter kontrol dan evaluasi 
Pengontrolan dan efektivitas hasil dari pelaksanaan program perencanaan 




1. Melakukan monitoring kegiatan program yang dilakukan terfokus pada 
proses dan output, apakah kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. 
2. Berdasarkan tujuan komunikasi, apakah ada peningkatan image yang 
ditandai dengan adanya citra positif terhadap lembaga dari masyarakat, 
khususnya para investor atau pelaku usaha.  
b. Alur kontrol  
Evaluasi dan pertanggungjawaban merupakan instrumen untuk 
melakukan kontrol dalam pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan program sudah cukup efektif dan sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan. UPT Kota Surakarta melakukan 
fungsi kontrol ini secara berjenjang melalui kepala seksi masing-masing 
untuk melakukan pengawasan dalam proses setiap kegiatan. Dari masing-
masing kasi tersebut akan bertanggung jawab langsung kepada kepala 
kantor yang kemudian akan menjadi laporan akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah (LAKIP) kepada Pemerintah Kota Surakarta. 
Hal ini di tegaskan oleh Bapak Toto Amanto selaku Kepala UPT 
Kota Surakarta 
“Dalam melakukan pengendalian kegiatan setiap bidang harus 
membuat laporan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing 
kepala seksi. Dari situ kemudian, bagian tata usaha akan 
menggabungkannya sehingga menjadi laporan tahunan instansi 
pemerintah (LAKIP). Laporan ini selain sebagai bentuk 
pertanggungjawaban juga sebagai bentuk evaluasi dan kontrol 
terhadap pelaksanaan program”.  
 
Peraturan Daerah No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan 




di kaji kembali akan efektifitas perda tersebut, mengingat banyak perubahan baik 
secara social maupun ekonomi masyarakat Kota Surakarta. Implementasi Perda 
yang telah dilaksanakan sekian lama jelas tidak mungkin tanpa kendala, namun 
dengan adanya upaya pemerintah Kota Surakarta yang dilakukan melalui berbagai 
hal di harapkan kendala tersebut dapat diatasi.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa upaya pemerinah kota Surakarta dalam mengatasi kendala atas  
implementasi Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan antara 
lain Mempertegas dan menyempurnakan jenis-jenis perusahaan apa yang harus 
memiliki ijin gangguan dan jenis-jenis perusahaan apa yang dibebaskan dari ijin 
gangguan, mempertegas dan menyempurnakan jenis-jenis gangguan apa yang 
perlu dan tidak perlu ditangani; mempertegas bahwa retribusi harus dihitung 
untuk membantu pemerintah daerah dalam memperoleh pemasukan untuk biaya 
administrasi sistem dan bukan untuk “memberikan ganti rugi” kepada masyarakat 
atas gangguan-gangguan yang telah teridentifikasi; dan mempertegas bahwa 
pemerintah daerah harus membuat keputusan tentang penerbitan Ijin gagguan  dan 
ketentuan-ketentuan yang melekat pada ijin tersebut berdasarkan penilaian 













1. Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin 
Gangguan,  masih belum dapat dikatakan efektif. Hal ini di lihat 
berdasarkan teori Friedman, apabila ditinjau dari aspek substansi Perda 
Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan sudah dikatakan  
baik. Dari aspek budaya masyarakat, ternyata belum dapat dikatakan baik 
telah menjadi kebiasaan bagi oknum UPT menerima uang dalam setiap 
pengurusan retribusi izin gangguan maka akan menjadi lancar 
birokrasinya, demikian pula sebaliknya, apabila oknum tersebut tidak beri 
uang maka akan dipersulit dalam pelaksanaan perijinannya. Dari aspek 
struktur  sudah dapat dikatakan baik karena pada dasarnya perda tersebut 
telah diimplementasikan dari atas hingga ke seluruh lapisan masyarakat 
tanpa adanya diskriminasi. 
2. Kendala-kendala dari implementasi kebijakan dapat di katakan sebagai 
sebagai implementation gap yaitu masih adanya pungutan liar yang 
dlakukan oleh aknum sehingga besarnya tarif retribusi izin gangguan yang 
harus di bayarkan oleh pengusaha tidak sesuai dengan Perda. Kendala 
tersebut berasal dari aktifitas lembaga-lembaga atau badan-badan 




3. Upaya pemerintah kota Surakarta dalam mengatasi kendala atas  
implementasi Perda No. 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan 
antara lain Mempertegas dan menyempurnakan jenis-jenis perusahaan apa 
yang harus memiliki ijin gangguan dan jenis-jenis perusahaan apa yang 
dibebaskan dari ijin gangguan, mempertegas dan menyempurnakan jenis-
jenis gangguan apa yang perlu dan tidak perlu ditangani; mempertegas 
bahwa retribusi harus dihitung untuk membantu pemerintah daerah dalam 
memperoleh pemasukan untuk biaya administrasi sistem dan bukan untuk 
“memberikan ganti rugi” kepada masyarakat atas gangguan-gangguan 
yang telah teridentifikasi; dan mempertegas bahwa pemerintah daerah 
harus membuat keputusan tentang penerbitan Ijin gangguan  dan 
ketentuan-ketentuan yang melekat pada ijin tersebut berdasarkan penilaian 
masyarakat secara luas. 
 
B. Implikasi 
1. Kepada Pemerintah Daerah 
a) Dengan adanya retribusi izin gangguan akan dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah yang berarti pemerintah daerah harus 
mengelola dana tersebut untuk kepentingan masyarakat juga. 
b) Memberikan pelayanan kepada warga masyarakat dengan sebaik-
baiknya sebagai kontraprestasi atas kewajiban warga dalam membayar 






2. Warga masyarakat 
a) Warga masyarakat harus mematuhi adanya peraturan tersebut dengan 
cara membayar retribusi izin gangguan yang telah ditetapkan tersebut. 
b) Masyarakat dituntut untuk selalu menjaga  lingkungan tempat usaha. 
 
C. Saran-Saran 
1. Agar Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin 
Gangguan berjalan secara efektif dan efisien perlu ditertibkannya budaya 
disiplin bagi masyarakat. 
2. Perlunya perubahan Peratuan Daerah No. 14 Tahun 1998 agar lebih di 
sesuaikan dengan kondisi social ekonomi masyarakat kota Surakarta saat 
ini. 
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